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MOTTO:

”Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa
kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah
ALLAH wahyukan kepadamu dan janganlah kamu sebagai penantang
(orang yang tidak bersalah), karena (membela)

orang-orang yang khianat”,’

( Terjemahan Surat Annisa’, ayat: 105)

! Sumber : Alqur’an dan terjemahannya Surat Annisa’ ayat: 105
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RINGKASAN

Skripsi  yang berjudul” Kajian Hukum Terhadap Putusan
Mahkamah Agung RI No. 01.P/HUM/1999 Mengenai PP No.17 TAHUN
1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional ”, ini berlatar belakang
pada putusan hak uji material Mahkamah Agung RI terhadap eksistensi PP No.17
tahun 1999 mengenai Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Dimana dalam PP
No.17 tahun 1999 ini, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) diberikan
sebuah kewenangan istimewa yang dapat melakukan sebagian fungsi-fungsi
yudisial diluar lembaga peradilan. Motif diundangkannya PP No.17 tahun 1999
oleh pemerintah dengan maksud untuk menyelesaikan kasus dunia perbankan
yang' tertimpa krisis. Disamping itu adalah mengembalikan piutang negara yang
telah tersalur pada bank-bank.

Penulisan skripsi ini berangkat dari suatu asumsi dasar bahwa “suatu
kaidah itu tersusun secara hirarkhis. Kemudian system hukum kaidah yang
lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi, sebab yang
lebih rendah diperoleh dari yang lebih tinggi”. Untuk itu permasalahan yang
muncul adalah bagaimana wewenang yudisial BPPN diluar lembaga peradilan
yang seharusnya menjadi wewenang peradilan dalam penyelesaian piutang
negara. Kemudian permasalahan berikutnya adalah bagaimana pandangan
Mahkamah Agung RI terhadap eksistensi PP No.17 tahun 1999,

Penulisan skripsi ini tentunya bertujuan untuk mengetahui sejauhmana
wewenang yudisial BPPN diluar lembaga peradilan serta sejauhmana validitas
pandangan Mahkamah Agung RI dalam menyelesaikan kasus keberadaan PP
No.17 tahun 1999 yang telah digugat oleh sekelompok Advokat dalam hal ini
adalah AAI (Assosiasi Advokat Indonesia). Adapun dalam penulisan skripsi ini
telah diberi batasan masalah agar pembahasannya lebih terarah dan sistematis.
Pembatasan dalam penulisan skripsi ini yaitu hanya dibatasi pada kajian hukum
terhadap putusan Mahkamah Agung RI No.01. P/HUM/1999 mengenai PP No.17
tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
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Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode
yuridis normatif dengan menelaah aturan-aturan hukum yang telah dianggap
berkaitan dengan pokok persoalan terutama yang tercantum dalam pasal 13
Undang-undang No.14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman
dan PP No.17 tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional serta
teori-teori yang ada.

Sementara bahan hukum primer dan sekunder dari sumber data
dikumpulkan melalui studi literatur serta dianalisis menggunakan metode
Diskriptif Kualitatif yaitu untuk memperoleh gambaran secara singkat mengenai
suatu permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, kemudian ditarik pada kesimpulan dengan metode Deduktif.

Fakta menunjukkan bahwa Badan Penyehatan Perbankan Nasional
sebagaimana yang telah diagendakan dalam pasal 37 A ayat 1 Undang-undang
No.10 tahun 1998 tentang perbankan telah digugat oleh sekelompok organisasi
Advokat dalam hal ini adalah AAI (Assosiai Advokat Indonesia), sebab disinyalir
substansi PP No.17 tahun 1999 telah melampaui batas dan bertentangan dengan
aturan-aturan hukum normatif yang lebih tinggi hirarkhi hukumya. Aturan-aturan
normatif yang bertentangan dengan PP No.17 tahun 1999 adalah pasal 24 UUD
1945, pasal 1,pasal 4 ayat (3) dan pasal 13 UU No.14 tahun 1970, pasal 197 ayat
(1) HIR, pasal 200 ayat (11).

Menurut ~ Hans Kelsen dalam teorinya Stufenbau des Recht
menyatakan bahwa hukum merupakan suatu kesatuan dalam susunan yang
hirarkhis dan tidak bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Sehingga
berangkat dari teori diatas maka keberadaan PP No.17 tahun 1999 tidak boleh
bertentangan dengan aturan yang ada diatasnya.

BPPN dalam menyelesaikan tugasnya telah diberi wewenang yang
dapat dikatagorikan sebagai wewenang yudisial BPPN diluar lembaga peradilan.
Wewenang tersebut ditunjukkan dengan kewenangan BPPN dalam mengeluarkan
surat paksa, perintah pengosongan atas tanah dan bangunan serta
mempunyai hak untuk melakukan pengakhiran kontrak secara sepihak
dengan fihak ketiga.
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Mahkamah Agung RT memandang bahwa PP No.17 tahun 1999 tentang
BPPN masih dapat ditolelir dan tidak bertentangan dengan Basic Law karena
adanya faktor “emergency” (keadaan darurat) dan “occasional demand” (tuntutan
keadaan khusus ) yakni “turbalansis™ (krisis ekonomi).

Berdasarkan berbagai dalil hukum dan teori-teori hukum dapat
distmpulkan bahwa keberadaan PP No.17 tahun 1999 adalah bertentangan dengan
aturan hukum normatif lainnya yang lebih tinggi tingkatan hirarkhinya. Untuk itu
PP No.17 tahun 1999 harus dianggap inkonstitusional dan dinyatakan cacat
hukum dan harus dicabut. Untuk itu perlu kiranya para pelaksana hukum (hakim)
dalam memutus suatu perkara harus memperhatikan kaidah-kaidah hukum serta

asas-asas hukum lainnya.

X1V
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Gagasan tentang hak uji material diperbincangkan dalam diskusi
tentang politik dan ketatanegaraan sejak menjelang proklamasi kemerdekaan
tahun 1945, yakni ketika para tokoh kemerdekaan yang berada di BPUPKI
membahas rancangan UUD yang akan dipakai jika Indonesia merdeka.
Gagasan ini muncul kembali disertai dengan upaya kongrit pada awal orde
baru bersamaan dengan semangat menegakkan kehidupan bernegara sesuai
dengan konstitusi dan hukum, yang satu diantaranya adalah pelembagaan hak
w1 material sebagai instrument untuk mengontrol produk UU/ peraturan
perundang-undangan agar tidak memuat materi yang bertentangan dengan
peraturan yang lebih tinggi secara hirarkhis.

Gagasan mengenai hak uji material akhimya ditetapkan oleh
pemerintah ketika pada tahun 1970 dengan diundangkannya UU No.14 tahun
1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang didalam pasal 26
telah mengatur tentang kewenangan bagi MA untuk melakukan hak uji
material (yudisial review). Pengaturan ini kemudian dimuat lagi didalam
beberapa peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian, yaitu Tap MPR
No.II/MPR/1973, Tap MPR No.IlI/MPR/1978, dan UU No.14 tahun 1985
tentang Mahkamah Agung dan PERMA No.1 tahun 1993.. Namun pengaturan
tentang hak uji material dalam beberapa peraturan perundang-undangan ini
memuat batas-batas yang menyebabkan kurang dapat dioperasionalkan
terutama yang berkaitan dengan hukum tata negara. Sehingga nyaris selama
27 tahun berlakunya UU No.14 tahun 1970 jarang terjadi ada produk hak uji
material dari MA.

Batas-batas yang dimaksud adalah: pertama, yang dapat diuji secara
material hanyalah peraturan perundang-undangan yang derajat hukumnya
berada dibawah UU; kedua, uji materi itu dapat dilakukan dalam pemeriksaan
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ditingkat kasasi; dan ketiga, yang mencabut peraturan perundang-undangan
yang dikenakan uji material bukan MA melainkan instansi yang
mengeluarkannya (Moh.Mahfud MD,1999,360-369).

Namun sekarang terdapat perkembangan baru dengan keberadaan Tap
MPR No.IIL MPR/2000, dimana UU juga dapat diuji oleh MPR. Walaupun
pengujian oleh MPR lebih bernuansa politisnya ketimbang hukumnya.

Realitas menunjukkan bahwa ternyata tidak sedikit keluarnya produk
perundang-undangan di Indonesia cenderung diwamai oleh visi dan kehendak
pemegang kekuasaan politik dominan sehingga konsistensinya dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kadang-kadang bertentangan.
Berbagai peraturan perundang-undangan yang lahir dari ambisi dan delegasi
kewenangan (untuk mengatur lebih lanjut suatu peraturan perundang-
undangan dengan peraturan yang lebih rendah) tidak jarang merupakan
pandangan dan kehendak sepihak dari pembuatnya yang konsistensinya
dengan peraturan yang menjadi dasarnya seringkali dipersoalkan. Hal ini
termasuk keberadaan PP No.17 tahun 1999 tentang Badan Penyehatan
Perbankan Nasional yang telah diuji secara material oleh MA. Dimana
BPPN telah diberi sebuah kewenangan yudisial diluar lembaga peradilan yang
seharusnya menjadi kewenangan lembaga peradilan.

PP No.17 tahun 1999 Sebenamya dilatarbelakangi terjadinya krisis
moneter yang telah menimpa dunia perbankan dipenghujung tahun 1997,
maka pemerintah mulai mengambil tindakan untuk memperbaiki dan
menyehatkan dunia perbankan yang sedang terpuruk . Pada bulan november
1997 Sekitar 16 bank swasta saat itu telah dilikuidasi oleh pemerintah guna
mencegah lebih buruk lagi terpaan krisis. Langkah pemerintah melikuidasi
beberapa bank tersebut kemudian diikuti dengan dikeluarkan Keppres No.27
tahun 1988 kemudian diganti dengan PP No.17 tahun 1999 tentang Badan
Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). BPPN sebagai badan khusus
memiliki sifat sementara dan mempunyai misi untuk memulihkan kondisi
perbankan serta mengembalikan uang negara yang sudah tersalur disektor
perbankan.maka pemerintah segera membentuk sebuah badan khusus yang
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digunakan untuk menjalankan penyehatan perbankan nasional dan
melaksanakan pengelolaan aset yang bermasalah.

Didalam menjalankan tugasnya BPPN mempunyai sebuah
kewenangan yudisial diluar lembaga peradilan dimana ia dapat bertindak
secara hukum tanpa harus melalui proses peradilan terlebih dahulu. Hal itu
ditunjukkan dengan kewenangan BPPN dalam mengeluarkan surat paksa,
perintah pengosongan atas tanah dan bangunan serta mempunyai hak

untuk melakukan pengakhiran kontrak secara sepihak dengan fihak
ketiga (Muhamad Djumhana, 2000:117).

Dengan keberadaan PP No.17 tahun 1999 tersebut,maka Assosiasi
Advokat Indonesia(AAl)mensinyalir bahwa PP No.17 tahun 1999 telah
melampaui wewenang peradilan dan bertentangan dengan aturan hukum lain
yang lebih tinggi tingkatannya. Kemudian AAI telah melayangkan gugatan ke
Mahkamah Agung untuk melakukan hak uji material terhadap Peraturan yang
berbentuk PP tersebut.

Ketika proses hukum berjalan dengan dilakukannya hak uji material
oleh Mahkamah Agung RI telah diputuskan bahwa PP No.17 Tahuin 1999
masih dapat ditolelir dan sah untuk dilakukan dengan alasan masih dalam taraf
kewajaran. Untuk itu PP No. 17 tahun 1999 tentang BPPN tidak merupakan
pelanggaran yang dikatagorikan bertentangan dengan fundamental law
(natural justice).

Berangkat dari sebuah kasus diatas, maka Penulis tertarik untuk
menelaah lebih lanjut terhadap relevansi keputusan Mahkamah Agung RI
dalam sebuah ” Kajian Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI
No.01.P/HUM/1999 Mengenai PP No.17 Tahun 1999 Tentang Badan
penyehatan Perbankan Nasional” dengan memaparkan berbagai argument
serta menggunakan teori-teori hukum dan dalil-dalil hukum lainnya.

1.2 Batasan Masalah
Didalam skripsi ini telah diberikan sebuah batasan masalah untuk

mempermudah pembahasan secara mendalam dan mempertajam analisa
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terhadap kasus yang tersebut diatas. Dimana dalam batasan masalah dalam
skripsi ini adalah hanya dibatasi pada kajian hukum terhadap putusan
Mahkamah Agung No.01.P/HUM/1999 yang merupakan uji material terhadap
Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

1.3 Permasalahan
Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan pokok yang akan

Penulis bahas yaitu:

1. bagaimanakah wewenang yudisial BPPN diluar lembaga peradilan yang
seharusnya menjadi kewenangan badan peradilan dalam penyelesaian
piutang negara?

2. bagaimanakah pandangan hukum Mahkamah Agung RI terhadap PP
No.17 tahun 1999 tentang BPPN?

1.4 Tujuan Penulisan
Didalam karya ilmiah yang dikemas dengan sebuah bentuk skripsi ini,
maka mempunyai tujuan-tujuan penulisan yang hendak dicapai, adapun
penulisan skripsi ini yaitu:
1. untuk mengetahui sejauhmana wewenang yudisial BPPN diluar lembaga
peradilan yang seharusnya menjadi kewenangan badan peradilan;
2. untuk mengetahui validitas pandangan hukum Mahkamah Agung RI
terhadap eksistensi PP No.17 tahun 1999 tentang BPPN.

1.5 Metodologi

Dalam penulisan skripsi ini metodologi yang telah Penulis gunakan
adalah sebagai berikut:

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah
Metode pendekatan yang telah digunakan dalam penulisan ini
adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan secara menelaah dan
membahas permasalahan tersebut diatas berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan mengikat serta menggunakan
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landasan teoritis atau pendapat para sarjana yang berkaitan dengan
pokok permasalahan dalam skripsi ini.
1.5.2 Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah
adalah sumber data sekunder yaitu berupa tulisan yang meliputi:
1. bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan berupa
perundang-undangan yang berlaku;
2. bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan
mengenai hukum primer seperti hasil karya kalangan pakar hukum.
1.5.3 Metode Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data dalam penyusunan skripsi ini, Penulis
menggunakan metode sebagai berikut:
1.5.3.1 Studi Kepustakaan
Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca
literatur peraturan perundang-undangan dan tulisan-tulisan lain yang
berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk membantu pengolahan
data sebagai landasan teori yang digunakan.
1.5.3.2 Studi dokumenter
Studi dokumenter ini adalah digunakan untuk mencari data-
data yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas khususnya
tentang keputusan MARI No.01.P/HUM/1999 mengenai PP No.17
tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
1.5.4 Metode Analisis Data
Dalam menganalisis data penulisan skripsi ini digunakan
analisis diskriptif kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh telah
dikumpulkan menjadi satu. Kemudian dilakukan pengolahan data
secara cermat, ditelaah dan dianalisa berdasarkan teori-teori yang ada
serta aturan hukum normatif yang berkaitan dengan permasalahan
ini. Proses selanjutnya mengambil kesimpulan dengan metode
Deduktif yaitu mengambil dari hal-hal yang bersifat umum
kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus.
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BABII ———
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Pada tanggal 5 agustus tahun 1999, DPP Asosiasi Advokat Indonesia
(AAI) telah mengajukan gugatan uji material terhadap peraturan pemerintah
No.17 tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
Kemudian gugatan tersebut telah didaftarkan dikepaniteraan Mahkamah
Agung RI pada tanggal 31 Agustus 1999 Reg No. 01 P/HUM/1999.

Dewan Pengurus Pusat AAI telah beranggapan bahwa keberadaan PP
No.17 tahun 1999 tersebut secara material adalah kontradiktif dengan atura-
aturan hukum yang lebih tinggi derajat hukumnya. Sehingga melalui Badan
Penyehatan Perbankan Nasional tersebut, pemerintah telah melaksanakan
kewenangan-keenangan yang seharusnya menjadi hak lembaga-lembaga
peradilan yang ada. Hal ini berarti PP No.17 tahun 1999 adalah bertentangan
dengan:
a. pasal 24 UUD 1945 mengenai kekuasaan kehakiman;

b. pasal 1 dan pasal 4 ayat (3) UU No.14 tahun 1970 mengenai pokok-pokok
kekuasaan kehakiman;

c. Pasal 197(1) HIR , yaitu kewenangan dalam melakukan sita eksekusi atas
harta milik debitur merupakan ex oficio wewenang ketua pengadilan negeri,

d. Pasal 58 jo pasal 59, PP No.17 tahun 1999 bertentangan dengan UU No.19
Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa;

e. Pasal 21 sampai 24 PP No.17 tahun 1999 yang memberi kewenangan pada
BPPN untuk melakukan pengosongan tanah atau bangunan(dalam
penyehatan) adalah bertentangan dengan pasal 200 ayat 9110 HIR yaitu
perintah eksekusi pengosongan dilakukan oleh ketua pengadilan negeri.

Kemudian didalam uji material selanjutnya Mahkamah Agung RI
meloloskan PP No.17 tahun 1999 tentang BPPN tersebut. Dimana PP No.17
tahun 1999 masih dianggap dalam batas-batas kewajaran dan tidak
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bertentangan dengan hak asasi manusia . Disamping itu Mahkamah Agung
juga mendasarkan pada alasan “emergency dan occasional demand” (tuntutan

keadaan) yakni”turbalansis” (krisis ekonomi).

2.2 Dasar Hukum
Dasar hukum dari penulisan skripsi ini adalah:
1. UUD’45
Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman
- Pasal 24 ayat (1)

* Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
lain-lain Badan kehakiman menurut UU™;
- Pasal 24 ayat (2)
* Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan
uu;
2. TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan
peraturan perundang-undangan.
- Pasal 2
“ Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman
dalam pembuatan aturan hukum dibawahnya.
Tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia adalah:
1. Undang-Undang Dasar 1945;
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
Undang-undang;
Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang(perpu);

Peraturan Pemerintah;

On o o O kS

Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah.

- Pasal 4 ayat (2)
“Sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan ini, maka
setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan
dengan aturan hukum yang lebih tinggi”.
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. UU No. 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman

Bab I mengenai Ketentuan Umum

- Pasal |
“ Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan pancasila demi terselenggaranya negara hukum RI,”

- Pasal 2 ayat (1)
* Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tercantum dalam pasal (1)
diserahkan pada Badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan
Undang-undang, dengan tugas pokok untuk memeriksa dan mengadili
serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya”.

- Pasal 4 ayat (1)
“ Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

- Pasal 4 ayat (3)
“ Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh fihak-fihak lain
diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang
tersebut dalam Undang-undang Dasar”.

Bab II tentang Badan-Badan Peradilan Dan Asas-asasnya

- Pasal 10 ayat (1)
“ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan :
a. Peradilan Umum;
b. Peradilan Agama ;
¢. Peradilan Militer;
d. Peradilan Tata Usaha Negara”.

- Pasal 13
* Badan-badan Peradilan khusus disamping Badan-badan Peradilan
yang sudah ada, hanya dapat diadakan dengan Undang-undang”,

- Pasal 26 ayat (1)
“ Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua
peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari
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Undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan
perundngan-undangan yang lebih tinggi .
- Pasal 26 ayat (2)

“ putusan tentang pernyataan tentang tidak sahnya peraturan
perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubung dengan
pemeriksaan dalam tingkat kasasi”.

- Pasal 40

149

Semua peraturan yang mengatur ketentuan-ketentuan pokok
kekuasaan kehakiman yang bertentangan dengan Undang-undang ini
dinyatakan tidak berlaku”.

- UU No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Bab I tentang Ketentuan Umum

- Pasal 31 ayat (1)

“ Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil
hanya terhadap peraturan perundang-undangan dibawah UU”.

- Pasal 31 ayat (2)

“ Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan
perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah daripada UU atas
alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi”.

- Pasal 31 ayat (3)

“ Putusan tentang pemyataan tidak sahnya peraturan perundang-
undangan tersebut dapat diambil berhubungan dengan pemeriksaan
dalama tingkat kasasi. Pencabutan peraturan perundang-undangan
yang dinyatakan tidak sah tersebut, dilakukan segera oleh instansi
yang bersangkutan”.

- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 tahun 1999 tentang Hak Uji
Material
- Pasal 9

“ Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa gugatan itu
beralasan, karena peraturan perundang-undangan yang dimaksud
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6.

10

bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan

tersebut”,

- Pasal 14
* Terhadap putusan mengenai gugatn hak uji material tidak dapat
diajukan peninjauhan kembali .

HIR(Herzien Inlandsch Reglement)

- Pasal 197 ayat (1)

“ Jika sudah lewat tempo yang yang ditentukan itu, dana yang
dikalahkan belum juga memenuhi keputusan itu, atauia jika
dipanggil dengan patut yidak datang menghadap, maka ketua oleh
karena jabatannya memberi perintah dengan surat, supaya disita
sekalian banyak barang-barang yang tidak tetap dannjika tidak ada ,
atau ternyata tidak cukup sekian banyak barang tetap kepunyaan
orang yang dikalahkan itu sampai dirasa cukup akan pengganti
jumlah uang yang tersebut didalam keputusan itu dan ditambah pula
dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu”.

- Pasal 197 ayat (2)
“ Penyitaan dilakukan oleh panitia pengadilan negeri”.
- Pasal 200 ayat (11)

* Jika orang yang barangnya dijual itu, enggan meninggalkan barang
yang tetap itu, maka ketua pengadilan negeri membuat satu surat
perintah kepada orang yang berkuasa menjalankan surat juru sita ;
supaya dengan bantuan panitera pengadilan negeri , jika perlu
dengan pertolongan polisi, barang yang tetap itu ditinggalkan dan
dikosongkan oleh orang, yang dijual barangnya itu, serta oleh kaum

keluarganya”.

7. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
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- Pasal 1266
" Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang
bertimbal balik, maknakala salah satu pihak tidak memenuhi
kewajibannya.

Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum .
tetapi pembatalan harus dimintakan pada hakim. Permintaan ini juga
harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya
kewajiban dinyatakan didalam persetujuan. Jika syarat batal tidak
dinyatakan dalam persetujuan hakim adalah leluasa untuk menurut
keadaaan atas permintaan siTergugat , memberikan suatu jangka waktu
untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana ,
namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan”.

8. UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan

- Pasal 37 A ayat (1)
“ Apabila menurut penilaian Bank Indonesia terjadi kesulitan
perbankan yang membahayakan perekonomian nasional , atas
permintaan Bank Indonesia , Pemerintah setelah berkonsultasi
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat
membentuk badan khusus yang bersfat sementara dalam rangka
penyehatan perbankan”.

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian Hak Uji Material

Menurut  Sri Seemantri.M, mengatakan bahwa hak uji material
merupakan suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai
apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau
bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah
suatu kekuasaan tertentu (Verordenende Macht) berhak mengeluarkan
peraturan tertentu. Jadi hak uji material ini berkenaan dengan isi dari
suatu peraturan dalam hubungannya dengan peraturan yang lebih tinggi.
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Sedangkan Mohammad Kusnardi dan Bintan R.Saragih menambahkan
nilai rohaniah terhadap suatuperaturan perundang-undangan, apakah
peraturan tersebut sudah logis atau bermanfaat sehingga dapat
dipertanggung jawabkan (Samsul Wahidin,1983: 7).

2.3.2 Sejarah Hak Uji Material di Indonesia

Didalam UUD’45 tidak didapati aturan-aturan mengenai hak uji
material. Keadaan disamping UUD’45 jitu dikonsepsikan sebagai UUD
yang singkat juga memang para pembentuk UUD tersebut menghendaki
agar hak uji material tidak dicantumkan dalam UUD’45, sedangkan hak
menguji secara luas memang oleh para pembentuk UUD dinyatakan
bahwa sistem ini tidak baik buat Indonesia yang akan berdiri.

Pada saat BPUPKI membentuk panitia kecil guna menangani
pembuatan UUD ini, maka salah satu pembahasan dalam rapat tersebut
adalah mengenai apa yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin
tentang” The Six Powers Of The Republic “ merupakan sendi dari
berdirinya Indonesia merdeka.

Diantara konsep The Six Powers Of The Republic ini terdapat
didalammnya Mahkamah Agung dan Mahkamah Tinggi yang diletakkan
pada bagian terakhir dari konsepnya. Mahkamah Agung ini menurut
Muhammad Yamin adalah suatu balai Agung yang didalamnya ada
mahkamah Adat dan Mahkamah Islam serta Mahkamah Sipil dan
Mahkamah Kriminil. Mahkamah inilah yang setinggi-tingginya sehingga
dalam membanding Undang-Undang, Balai Agunglah yang akan

memutuskan apakah sejalan dengan hukum adat, Syariah dan Undang-
Undang Dasar.

Apabila dilihat Existensi adanya Hak Uji Material yang
dikemukakan Muhammad Yamin dan natinya diistilahkan dengan Hak
Uji Material secara luas sedangkan Hak Uji Material secara sempit
adalah Hak Uji Material mengenai apakah produk perundang-undangan
dibawah undang-undang bertentangan atau tidak dengan perundang-
undangan yang lebih tinggi derajatnya. Selanjutnya ia berpendapat


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

13

bahwa dalam hal pembuatan peraturan yang berkisar pada masalah
pembatalan undang0-undang dibuat sendiri oleh Mahkamah Agung dan
dilalksnakan sendiri Mahkamah Agung. Hasilnya dilaporkan pada
Presiden dan DPR sebagai lembaga yang berwenang pembuat Undang-
undang.

Mengenai usul Muhammad Yamin ini Soepomo menanggapi
dengan mengemukakan keberatannya bahwa untuk Indonesia sistem
demikian tidak cocok. Pertama, hal tersebut adalah sistem yang dipakai
dinegara yang menganut Trias Politika dalam sistem ketatanegaraannya.
‘Kedua, tidak bertentangan dalam teori ilmu negara, sebab menguji UU
bukan hanya persoalan hukum saja melainkan juga persoalan politik, hal
ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara
eksekutif dan legislatif. Disamping itu ahli-ahli hukum Indonesia belum
cukup berpengalaman dalam lapangan Hak Uji Materiil (Samsul
Wahidin, 1983: 11-12).

Perbedaan pendapat antara Muhammad Yamin dengan Soepomo
diatas, terjadi pada saat merumuskan UUD’45 mengenai hak uji
material. Namun pada perkembangan selanjutnya hak uji material sudah
ada, baik dlam bentuk TAP MPR maupun UU meskipun belum
menyeluruh sifatnya.

Sementara Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa UUD’45
sebenamya tidak melarang atau menganut diterapkannnya sistem hak
menguji material didalam pasal-pasalnya, yang dilarang adalah
dicantumkannya hak tersebut dalam pasal-pasalnya. Jadi boleh memakai
dan boleh tidak untuk memakainya. Indonesia tidak ada halangan
dipakainya hak menguji material dalam praktek. Dengan demikian Teori
Amerika Serikat yang membolehkan hak menguji material terhadap UU
secara luas (hak menguji material terhadap UU) dapat diterapkan
dilndonesia. Selanjutnya ia berpendapat bahwa oleh karena UUD’45
tidak melarang kita untuk menganut salah satu dari dua sistem ( sistem

negeri Belanda dan sistem USA dilain fihak ), maka tidak ada halangan
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untuk menganut teori yang dikemukakan oleh Chief Justice Marshall
dari AS bahwa kekuasaan kehakiman itu berwenang untuk menyatakan
UU batal dan tidak berlaku, apabila bertentangan dengan UUD-nya
(Muhammad Kusnardi, 1976: 231-232).

Berbeda dengan Abdul Kadir, ia berpendapat bahwa Mahkamah
Agung tidak punya hak untuk menguji secara material terhadap UU
dengan alasan jika wewenang itu ada pada MA, maka sendi-sendi”
pemerintahan yang bertanggung jawab” yang terwujud dalam sistem
pertanggungan jawab Presiden pada MPR akan menjadi kabur. Suatu
pengujian material terhadap MA akan cenderung serta membuka
kemungkinan seorang Presiden untuk membagi dan bahkan akan
menggeser sama sekali pertanggungan jawab pelaksanaan GBHN pada
MA serta badan lain diluar executive ( Moh.Kusnardi, 1976: 23 1-232).

Pada perkembangan selanjutnya hak uji material sudah ada, baik
berdasarkan TAP MPR maupun UU meskipun belum menyeluruh
sifatnya. Hal tersebut dapat dilihat dengan dikeluarkannya pasal 26 ayat
(I) UU No.14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman,
pasal 31 ayat (1) UU No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, pasal
9 PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No.1 tahun 1999 tentang hak
uji material dan yang terakhir dikeluarkannya TAP MPR
No.III/MPR/2000 pada pasal 5.

2.3.3 Norma Hukum Dan Hirarkhinya

Dalam hal hirarkhi atau tata urutan dari norma —norma hukum,
Hans Kelsen mengemukakan Stufenbau des Recht. Stufenbau artinya
bangunan bertingkat atau bertangga, Menurut Hans Kelsen, sistem
hukum merupakan suatu proses terus menerus dimulai dari yang abstrak
sampai menjadi positif, dan selanjutnya sampai menjadi yang nyata
(kongrit). Jadi mulai dari proses yang relatif (Relativerings Proces),
selanjutnya ke proses nyata (Congkreterings Proces). Kemudian menurut
Hans Kelsen semua norma hukum itu merupakan suatu kesatuan dengan
struktur piramida. Menurut teori ini, dasar (legalitas) dari suatu norma
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ada pada norma yang lebih tinggi tingkatannya. Dalam hal ini yang
paling tinggi adalah apa yang dinamakannya Grundnorm. Dari
Grundnorm yang sifatnya masih relatif atau abstrak itu diturunkan
(dijabarkan) kedalam norma yang positif yang disebutnya
Generallenorm. Selanjutnya dari Generallenorm diindividualisasikan
menjadi norma yang nyata (kongkret) yang disebut terakhir ini dinamai
juga dengan Concretenorm (Amiroeddin Sjarif,2000:11). berdasarkan
hal-hal tersebut diatas maka norma yang lebih rendah tingkatannya tidak
boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi tingkatannya.

Menurut teori Stufenbau des Recht, hukum (semua norma dari
yang tertinggi sampai yang terendah) merupakan suatu kesatuan dalam
susunan yang teratur (samenhangende eenheid), dan juga merupakan
suatu kesatuan dalam susunan yang logis dan tidak ada pertentangan.
Sehingga merupakan bangunan bertangga-tangga yang logis. Dimulai
dari norma yang tertinggi, turun secara bertingkat sampai ke norma yang
lebih rendah.

2.3.4 Mahkamah Agung dan Fungsi- fungsinya

Dalam rangka mewujudkan pembangunan hukum serta terciptanya
produk-produk yang berkualitas, maka fungsi-fungsi Mahkamah Agung
perlu dijabarkan didalam Undang-Undang sebagaimana yang telah
diharpkan didalm UUD 1945. Kemudian dengan diterapkannya Undang-
Undang No.14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuaaan kehakiman
dan UU No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung diharapkan fungsi
Mahkamah Agung RI baik fungsi menurut hukum maupun menurut UU
dapat terealisasi dengan baik.

Menurut Bustanul Arifin, bahwa membicarakan Mahkamah
Agung sebagai lembaga tertinggi ditingkat peradilan mempunyai fungsi-
fungsi yang dapat dibagi menjadi dua yaitu:
2.3.4.1 Fungsi Menurut Hukum

Fungsi ini hakekatnya adalah fungsi kekuasaan
kehakiman secara keseluruhan,tapi karena Mahkamah Agung
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sebagal puncak peradilan, tentunya fungsi ini terutama ada di
diMA, fungsi yang dimaksud adalah fungsi rekayasa hukum atau
sarana pembaharuan dan pembangunan hukum. Tugas MA
menurut UU menjaga kesatuan hukum yang berlaku dan
wewenang pengawasan atas jalannya peradilan yang baik yang
baik. Semuanya menjadikan MA sebagai lembaga yang harus
memelihara hukum yang berlaku itu tetap berjalan, seirama
dengan rasa kesadaran hukum dan rasa keadilan dari rakyat.
Kemudian MA dengan dengan kewenangan itu dapat
mengarahkan jalannya hukum pada citra hukum dari bangsa
Indonesia.

Mengenai tugas MA sebagai sarana pembaharuan hukum
ini semakin bertambah berat dengan adanya keadaan yang
mengelilingi kehidupan hukum sekarang. Pada saat sekarang ini
MA seakan-akan telah ditinggalkan seorang diri dalam tugasnya.
Bahkan secara tajam dapat dikatakan bahwa MA seakan-akan
diikat (secara politis) kaki dan tangannya, sehingga pelaksanaan
tugas pokok dan pengawasan atas jalannya peradilan menjadi
tidak bisa sempurna seperti era 60- an atau sebelumnya. Hal ini
disebabkan pula oleh iklim hukum dinegara kita sekarang,
Secunity ~ Approach terhadap hukum dan peradilan (demi
stabilitas nasional) berhasil dengan bai, namun melonggarkannya
atau melepaskannya kembali (sebagaimana sebenamya yang
dimaksud) amatlah sukar (UNIHUS,1990:21-22).

2.3.4.2 Fungsi menurut UU
a. Fungsi Mengadili
Tugas dan fungsi mengadili ini sama antara hakim
PN,PT dan MA sebagaimana yang tercantum dalam pasal
2UU No.14 tahun 1970. Kemudian tugas mengadili inilah
merupakan kekuasaan  yang merdeka, karena
penyelenggaraan negara RI yang digantungkan syaratnya
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pada kemerdekaan pengadilan dalan melaksanakan

kekuasaan kehakiman,
b. Fungsi Pengawasan
Fungsi pengawasan Mahkamah Agung ini adalah
pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan
disemua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan
kehakiman.Fungsi ini untuk mencapai kesatuan hukum dan
kesatuan peradilan dinegara kita. Pengawasan MA juga
terhadap Penaschat Hukum dan Notaris yang dilakukan
bersama Pemerintah.
¢. Fungsi Penasehat
Dalam perkara pidana dimana terhukum mengajukan
permohonan grasi pada presiden. Maka dalam hal ini MA
harus memberi nasehat pada presiden.
d. Fungsi judicial Review
Fungsi ini mengatur apakah MA dalam pemeriksaan
perkara dapat menyatakan bahwa suaatu UU atau peraturan
lain dengan alasan bertentangan dengan aturan yanglebih
tinggi. MA memiliki kewenangan yang hanya sebatas
peraturan perundang-undangan dibawah UU.
2.3.5 Pengertian Perbankan
Apabila kita menelusuri sejarah dari terminologi “bank” , maka
kita ketemukan bahwa kata bank berasal dari berasal dari bahasa Italy
“Bance” yang mengandung makna bangku tempat duduk. Sebab pada
zaman pertengahan fihak Bankir Italy yang memberikan pinjaman
melakukan usaha-usaha tersebut dengan duduk dibangku-bangku
halaman pasar (Abdurrohman.A,1991:80).
Dalam suatu kamus, kata”bank” diartikan sebagai (Webster, Noah,
1972: 146):
1. Untuk menerima deposito uang , Custody, menerbitkan uang, untuk
memberikan pinjaman dan diskonto, memudahkan penukaran fund-
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fund dengan cek, notes dll. Kemudian bank juga memperoleh
keuntungan dari meminjamkan  uangnya dengan memungut
keuntungan.

. Perusahan yang melakukan bisnis bank tersebut.

. Gedung atau kantor tempat dilakukannya transaksi bank sebagai
suatu institusi dengan memiliki peran yang besar dalam duni
komersial, yang mempunyai wewenang untuk menerima deposito,
memberikan pinjaman dan menerbitkan Promissory Notes yang
sering disebut dengan bank Billis atau bank Notes ( Munir Fuady,
1999: 14).
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BABIII '
PEMBAHASAN

3.1 Wewenang Yudisial BPPN diluar lembaga peradilan Dalam Penyelesaian
Piutang Negara

Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebelumnya telah
dibentuk melalui KEPPRES No. 27/1998 pada tanggal 26 januari tahun 1998.
Badan khusus ini didirikan dengan maksud sebagai salah satu upaya dalam
rangka penyehatan perbankan nasional yang sedang terpuruk. Dengan adanya
perubahan UU No.7 tahun 1992 menjadi UU No.10 tahun 1998, tentang
Perbankan, kewenangan BPPN pun diperluas dengan ditetapkannya PP No.17
tahun 1999 yang merupakan aturan pelaksanaannya sebagaimana yang telah
diamanatkan dalam pasal 37 A ayat 9 UU No.10 tahun 1998.

Dalam perkembangannya PP No.17 tahun 1999 tersebut mengalami
perubahan pada sebagian pasalnya, yaitu dengan adanya PP No.95 tahun 1999
sebagai perubahan pertama dengan mengganti pada pasal 5 tentang struktur
organisasi di BPPN. Pada perubahan ke dua yaitu dengan munculnya PP
No0.99 tahun 1999 pada pasal 3 ayat (3) , PP No.18 Tahun 2000 pada pasal 15
dan pasal 64 A merupakan perubahan ketiga.

Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebenarnya bersifat sementara
hanya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal 27 februan 1999
sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 ayat (4) PP No.17 tahun 1999
tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Namun dapat diperpanjang
untuk jangka waktu tertentu sepanjang masih dibutuhkan untuk menjalankan
tugasnya. Adapun tugas-tugas yang diemban oleh BPPN sebagaimana yang
telah gariskan oleh PP No.17 tahun 1999 adalah sebagai berikut:

a. Penyehatan bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia;
b. Penyelesaian asset bank baik fisik atau kewajiban debitur melalui unit

pengelolaan asset (asset management unit);

19
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¢. Pengupayaan pengembalian uang negara yang telah tersalur kepada bank-
bank melalui melalui penyelesaian asset dalam restrukturisasi (Muhammad

Djumhana, 2000: 118-119).

Dalam menjalankan tugasnya BPPN dapat menunjuk, menguasakan,
menugaskan kepada fihak ketiga (akuntan publik, konsultan
hukum,perusahaan penilai dan pejabat lelang).

Badan Penyehatan Perbankan Nasional dalam menjalankan tugasnya
telah diberi kewenangan yang istimewa. Dimana sebagian dari
kewenangannya tersebut dapat dikatagorikan sebagai kewenangan
Yudisial diluar lembaga peradilan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan
adanya:

1. BPPN berwenang untuk meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri dan
atau mengubah setiap kontrak yang mengikat bank dalam penyehatan
dengan fihak ketiga, yang menurut pertimbangan BPPN merugikan
(pasal 19 ayat 1);

2. Peninjauan ulang, pembatalan, pengakhiran, dan atau pengubahan setiap
kontrak oleh BPPN telah ditetapkan dengan surat keputusan ketua
BPPN (pasal 19 ayat 2),

3. BPPN berwenang untuk melakukan pengosongan atas tanah dan atau
bangunan milik atau yang telah menjadi hak bank dalam penyehatan
dan atau BPPN yang dikuasai oleh fihak lain (pasal 21);

4. Pengosongan tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah yang telah
dikeluarkan oleh BPPN dan ditandatangani oleh pejabat BPPN yang
berwenang (pasal 22);

5. Dalam rangka melakukan penagihan piutang bank dalam penyehatan
yang sudah pasti, BPPN dapat melakukan penagihan kepada Debitur
dengan menerbitkan surat paksa (pasal 54 ayat 1),

6. Surat paksa tersebut diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang mwakili BPPN (pasal 54 ayat 2);

7. Surat paksa yang dikeluarkan oleh BPPN berkepala kata-kata ™ DEMI
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
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ESA”. Mempunyai kekuatan eksekutorial dan mempunya kedudukan
hukum yang sama dengan suatu putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasal 56 ayat 2);

8. BPPN disamping mempunyai kewenangan mengeluarkan surat paksa
juga mempunyai wewenang untuk melakukan sita eksekusi atas
kekayaan milik Debitur (pasal 58 ayat 1),

9. Penyitaan yang dilakukan oleh oleh BPPN tersebut dilakukan
berdasarkan surat perintah penyitaan yang telah dikeluarkan oleh
BPPN yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang mewakili BPPN (pasal 54 ayat 2),

10. Penyitaan oleh BPPN dapat dilakukan terhadap seluruh kekayaan
milik Debitur termasuk kekayaan milik Debitur yang telah berada
dalam penguasaan fihak ketiga (pasal 59 ayat 1);

Apabila ditelaah secara mendalam terhadap materi kewenangan

BPPN diatas, maka disana terdapat sebuah fenomena hukum yang rumit dan

saling tumpang tindih antara kewenangan lembaga yang satu dengan yang

Jainnya. Hal ini dapat dilihat terhadap materi kewenangan BPPN dalam hal :

a. Kewenangan BPPN meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri dan atau
mengubah setiap kontrak yang mengikat bank dalam penyehatan dengan
fihak ketiga. Kewenangan ini sesungguhnya telah bertentangan dengan pasal
1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat
secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya.
Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain ada kata sepakat. Hal ini berart
bahwa perjanjian yang dibuat oleh Debitur dengan fihak ketiga tidak dapat
diputus oleh siapapun kecuali para fihak sendiri. Apabila BPPN memutus
perjanjian antara Debitur dengan fihak ketiga secara sepihak, berarti BPPN
telah melanggar azas Pacta Sund Servanda (perjanjian yang disepakati
adalah mengikat para fihak dan menjadi UU). Disamping itu juga
kewenangan BPPN dalam hal ini juga bertentangan dengan pasal 1266
KUH Perdata yang menyatakan bahwa syarat batal dianggap dicantumkan
dalam persetujuan yang timbal balik, manakala salah satu fihak tidak
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memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal
demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan pada hakim. Permintaan
ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya
kewajiban dinyatakan dalam persetujuan. Hal ini berarti bahwa penyelesaian
perjanjian tersebut untuk syarat batalnya hanya ada pada putusan hakim
bukan fihak lain terutama BPPN.

b. Kewenangan untuk melakukan pengosongan atas tanah dan atau bangunan
milik atau yang telah menjadi hak bank dalam penyehatan dan atau BPPN
yang dikuasai oleh fihak lain. Kewenangan BPPN ini telah bertentangan
pula dengan pasal 200 ayat 11 HIR yang berbunyi ” Jika orang yang
barangnya dijual itu, enggan meninggalkan barang tetap itu, maka ketua
pengadilan negeri membuat satu surat perintah kepada orang yang berkuasa
menjalankan surat juru sita, supaya dengan bantuan panitera pengadilan
negeri, jika perlu dengan pertolongan polisi, barang yang tetap itu
ditinggalkan dan dikosongkan oleh orang, yang dijual barangnya itu, serta
oleh kaum keluarganya”. Disini terlihat jelas bahwa perintah mengosongkan
atas tanah dan bangunan adalah menjadi otoritas ketua pengadilan negeri
bukan fihak lain.

c.Kewenangan BPPN melakukan penagihan kepada Debitur dengan

menerbitkan surat paksa dengan berkepala” DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” adalah

bertentangan dengan pasal 4 ayat 1 dan 3 UU No.14 tahun 1970 tentang
Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Dimana ayat I berbunyi” Peradilan
dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN ATAS KETUHANAN
YANG MAHA ESA”. Surat paksa dengan bentuk ini hanyalah boleh
dimiliki oleh oleh lembaga peradilan yang dibentuk dengan UU. Disamping
itu pada ayat 3 berbunyi” Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh
fihak-fihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal
yang tersebut dalam UUD”. Kewenangan BPPN dalam hal ini jelas telah

mengintervensi wewenang pihak fihak peradilan.
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d. Kewenangan BPPN untuk melakukan sita eksekusi atas kekayaan milik
Debitur. Apabila dilihat didalam pasal 197 HIR disana dinyatakan bahwa”
Jika sudah lewat tempo yang ditentukan itu, dana yang dikalahkan belum
juga memenuhi keputusan itu, atau jika dipanggil dengan patut tidak datang
menghadap, maka ketua oleh karena jabatannya memberi perintah dengan
surat, supaya disita sekalian banyak barang-barang yang tidak tetap dan jika
tidak ada atau ternyata tidak cukup sekian banyak barang tetap kepunyaan
orang yang dikalahkan itu sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang
yang tersebut didalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya
untuk menjalankan keputusan itu”. Hal ini berarti bahwa hak melakukan
penyitaan terhadap suatu barang hanya boleh dilakukan oleh fihak
pengadilan. BPPN dalam hal kewenangan ini dapat dikatagorikan telah
bertentangan dan harus dinyatakan tidak berlaku.

Pada dasarnya ada sebuah alasan yang sangat fundamental yang
berhubungan dengan keberadaan PP (peraturan pemerintah) No.17 tahun
1999 tsb, sehingga substansi dari PP tersebut terpaksa dipertentangkan
dengan aturan-aturan hukum normatif lainnya yang lebih tinggi derajat
hukumnya. Dimana Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang merupakan
badan khusus hanya dilegitimasi dengan produk hukum yang berbentuk PP
(peraturan pemerintah). Padahal terdapat sebuah aturan-aturan hukum
normatif lainnya yang lebih tinggi dengan mengandung materi kewenangan
yang hakikatnya kontradiktif. Sehingga berangkat dari persoalan ini
kemudian berlakulah azas Lex Superior Derogat Legis Inferiori, Dimana
semua aturan-aturan hukum yang ada dibawah tidak boleh bertentangan
dengan aturan hukum yang lebih tinggi tingkatan hirarkhinya. BPPN yang
dibentuk dengan PP sebagian materinya telah dianggap bertentangan dengan
aturan hukum yang lebih tinggi tingkatannya telah mengatur materi tersebut,
maka secara hukum Keberadaan PP tersebut seharusnya dianggap tidak
berlaku atau inkonstitusional.
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3.2 Pandangan Hukum Mahkamah Agung Rl Terhadap PP No.17 Tahun
1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional
Mahkamah Agung Rl memandang bahwa keberadaan PP No.17
tahun 1999 tentang BPPN tersebut tidak bertentangan dengan fundamental
law. Hal ini tidak terlepas dari pendekatan faktor tindakan cepat dan segera
yang sangat mendesak (emergency) disebabkan adanya tuntutan keadaan atau
peristiwa (occasional demand) yakni turbalansis atau krisis ekonomi seperti
yang dijelaskan pada peraturan pemerintah No.17 tahun 1999 dalam
konsideran dan penjelasan umumnya. Dengan demikian, maka tidak ada
maksud bagi penguasa BPPN untuk melegalisasi tindakan kesewenang-
wenangan melalui peraturan pemerintah No.17 tahun 1999 tersebut, tetapi
semata-mata hanya didasarkan pada motivasi mempercepat pemulihan
perbankan yang sehat dan pengembalian uang negara dengan cara yang
efektif, efesien dan cepat tetapi secara legalistik melalui peraturan pemerintah
No.17 tahun 1999 ini.

Disamping itu Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa penilaian
terhadap PP No.17 tahun 1999 tersebut perlu dilakukan pendekatan teleologis
secara kontekstual dan diachronic (menurut sejarah diterbitkannya PP ini) .
Oleh karena itu sangat kurang tepat melaksanakan fungsi dan kewenangan
hak uji material dalam kasus ini, semata-mata dari pendekatan formal secara
tekstual dan sinkronis peraturan pemerintah No.17 tahun 1999, berhadapan
dengan berbagai Undang-undang yang disebut dalam permohonan gugatan.
Kemudian MA RI berpendapat bahwa memang idealnya pelembagaan
kewenangan extra yudisial harus diatur dengan Undang-undang sehingga
benar-benar mempunyai legitimasi hukum yang kuat sebagaimana P4P,
PUPLN, Arbitrase, Peradilan Pajak. Namun semua lembaga yang
dikatagorikan sebagai extra yudisial itu berbeda dengan PP No.17 tahun 1999
jika dilihat dari segi historisnya, dimana lembaga-lembaga extra yudisial
selain PP No.17 tahun 1999 dibentuk dalam kondisi normal, Sedangkan PP
No..17 tahun 1999 tersebut dibentuk dalam kondisi emergency dan
occasional demand ( Budiarto,M, 2000:19-20) .
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Akhimya Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa keberadaan
BPPN yang diatur dalam PP No.17 tahun 1999 tersebut bertujuan untuk
menyelamatkan ~piutang negara yang telah tersalurkan kepada bank-bank
dalam penyehatan. Kemudian MA menambahkan, jika semakin dalam dan
larut dibahas dan diperdebatkannya paradoks antara idealisme dan
pragmatisme menghadapi kasus hak wuji material terhadap peraturan
pemerintah No.17 tahun 1999 ini, semakin dalam akan terjebak kepada
kelemahan dan ketidak berdayaan bangsa dan negara ini dalam mengatasi
krisis moneter dan ekonomi yang dihadapi, sehingga tujuan dan maksud
pemerintah segera mengatasinya akan berubah menjadi impian belaka
(Budiarto,M, 2000: 21).

Pandangan Mahkamah Agung RI diatas, disana terlihat lebih
mengedepankan kepentingan pragmatisme dengan berdalih adanya faktor
emergency dan occasional demand ketimbang mematuhi adanya aturan-
aturan hukum normatif serta azas-azas hukum lainnya. Oleh karena itu
pandangan hukum Mahkamah Agung yang demikian dapat membahayakan
masa depan hukum serta cita-cita hukum nasional. Supremasi hukum yang
diinginkan oleh bangsa indonesia tidak akan dapat terwujud selama pembuat
hukum maupun pelaksana hukum dalam menjalankan tugasnya
mengesampingkan aspek-aspek hukum, kaedah-kaedah hukum serta azas-azas
hukum yang seharusnya ditaati.

Sejak semula hukum tidak pernah memuaskan keinginan manusia
sebagai alat yang mematoki antara perbuatan yang benar dan yang salah
secara sempurna sebagaimana ungkapan “summum ius summa iniuria”,
bahwa hukum yang bekerja terlalu hebat justru akan menimbulkan
ketidakadilan. Kenyataan seperti itu menunjukkan terdapatnya ketegangan
antara patokan yang dibuat oleh hukum di satu pihak dan keluwesan yang
dituntut oleh lalu lintas hubungan sosial dilain pihak. Gambaran mengenai
alinea baru kehidupan hukum yang demikian itu menjadi semakin jelas jika
diamati menggunakan optik hukum dan masyarakat, yaitu melihat kehidupan
hukum tidak hanya sebagai fungsi peraturan, melainkan juga dari kebijakan
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pelaksanaannya serta tingkah laku masyarakat. Apabila hukum kita tangkap
dengan menggunakan optik yang demikian persoalan yang muncul tidaklah
sesederhana pada pilihan-pilihan antara taat pada hukum atau melanggar
hukum melainkan terdapat kemungkinan yang lebih banyak lagi.

Pengamatan terhadap berlakunya hukum secara lengkap ternyata
melibatkan berbagai unsur sebagai berikut:
|. peraturan sendiri;

2. warga negara sebagai sasaran pengaturan;

3. aktivitas birokrasi pelaksana;

4. kerangka sosial-ekonomi, politik, budaya yang ada yang turut serta diatas
menjalankan apa yang menjadi bagiannya (Satjipto Rahardjo,1977: 13-16).

Unsur-unsur yang telah dikemukakan diatas selanjutnya telah
mempengaruhi pola penegakan hukum terutama persoalan ekonomi, politik
dan budaya yang dikategorikan sebagai faktor diluar hukum yang telah
mempengaruhi bekerjanya hukum.

Persoalan hukum apabila dianalisa dengan menggunakan alat
sebagaimana diuraikan diatas, maka akan diketemukan berbagai macam
kekhasan berlakunya hukum. Beberapa diantara keadaan yang khas ini adalah,
pertama, apa yang telah disebut sebagai hukum yang tidur (statutory
dormancy). Dimana suatu peraturan hukum tersebut pada waktu tertentu tidak
diberlakukan atau tidak dijalankan lagi dengan kata lain telah menjalani “masa
tidurnya”. Kondisi ini dikatakan demikian sebab suatu ketika ia dapat
dihidupkan kembali, jika memang dibutuhkan . Keadaan khas yang lain adalah
fenomena hukum yang dikesampingkan (desuetudo), yaitu manakala
suatu pengaturan hukum itu oleh masyarakat dirasa tidak memadai lagi
dan masyarakat lalu mencari jalannnya sendiri untuk mengatur masalah
yang kini dihadapinya.

Suatu fenomena hukum diatas tersebut dapat dikatakan sebagai
gejala “hukum yang lumpuh”. Adapun contoh mengenai fenomena hukum
yang lumpuh dapat dilihat pada pasal 504 ayat (1) KUHP yang berbunyi”

Barangsiapa minta-minta (mengemis) ditempat umum dihukum karena minta-
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minta, dengan kurungan selama-lamanya enam minggu”. Namun pandangan
masyarakat tentang pengemis bukan dikatagorikan sebagai tindak
pelanggaran. Sehingga nyaris peraturan ini tidak dipatuhi masyarakat dan
didukung dengan tidak ada tindakan apapun aparat dalam menegakkan
peraturan tersebut.

Sehubungan dengan diabaikannya produk hukum seperti UU
No.14 tahun 1970 pada pasal 13 yang ditandai dengan dikeluarkannya PP
No.17 tahun 1999, dimana secara substansial saling bertentangan, maka
apakah hal ini dapat diklasifikasikan sebagai fenomena hukum yang
dikesampingkan (desuetudo). Apabila ditelaah secara mendalam mengenai
bagimana proses terjadinya hukum tersebut dikatakan desuetudo, maka disana
diindikasikan dengan dimulainya prilaku masyarakat yang telah mengabaikan
hukum tersebut. Hal ini jelas berbeda dengan kasus terabaikannya pasal 13
UU No.14 tahun 1970 dengan dimunculnya PP No.17 tahun 1999, sebab
kondisi tersebut terjadi bukan karena ulah masyarakat untuk
mengesampingkan hukum melainkan dari kemauan penguasa sendiri.

Fenomena dimunculkannya PP No.17 tahun 1999 tersebut dengan
mengabaikan aturan-aturan hukum lain yang ada diatasnya jika dikatakan
sebagai tindakan executive elaboration, maka hal tersebut tentu juga tidak
dapat dibenarkan, sebab dinegara hukum setiap kebijakan harus tetap tidak
boleh bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang telah ada. Apabila hal
ini dilanggar berarti kebijakan tersebut harus dikatagorikan sebagai bentuk
penyimpangan kekuasaan.

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang telah
ditunjukkan dalam penjelasan umum UUD 1945, dimana disana disebutkan
bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak
berdasarkan kekuasaan (machsstaat) belaka. Hal ini berarti bahwa segala
sesuatu kebijakan negara harus didasarkan pada aturan-aturan hukum yang
pasti dan benar.
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Menurut Albert Venn Dicey, salah seorang pemikir dari Inggris
mengemukakan bahwa ada tiga unsur utama pemerintahan dibawah The Rule
Of Law yaitu:

a. Supremacy of law. Maksudnya, bahwa yang memiliki kekuasaan tertinggi
didalam sebuah negara adalah hukum (adanya kedaulatan hukum);

b. Equality before the law, artinya setiap orang mempunyai kedudukan yang
sama dihadapan hukum, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasi
pejabat negara;

¢. Constitution based on individual right, artinya bahwa konstitusi itu tidak
merupakan sumber dari hak asasi manusia dan jika hak-hak asasi manusia
itu diletakkan dalam konstuitusi, maka hal itu hanyalah sebagai penegasan
bahwa hak asasi itu harus dilindungi (Sobirin Malian, 2001: 38).

Berangkat dari rumusan Dicey ini, jelas ia mengisyaratkan
pentingnya supremasi hukum atau kedaulatan hukum ditegakkan, untuk
mencegah terjadinya penyimpangan kekuasaan baik oleh pribadi maupun
kelompok ( Sobirin, 2001: 39).

Berpijak dari sebuah rumusan negara hukum sebagaimana yang
telah disebutkan diatas, maka hukum yang dimaksud adalah hukum yang telah
dibuat dengan aturan-aturan yang ada termasuk memperhatikan asas-asas
hukum serta doktrin-doktrin para sarjana dan dijalankan sebagaimana
mestinya.

Membangun sistem hukum yang baik adalah sebuah keharusan
bagi negara-negara yang ingin menegakkan supremasi hukum. Untuk
mempertanggung jawabkan bahwa hukum itu merupakan satu sistem adalah
sebagai berikut. Pertama, suatu sistem hukum itu bisa disebut demikian karena
ia bukan hanya sekedar merupakan kumpulan peraturan-peraturan belaka.
Kaitan yang mempersatukannya sehingga tercipta pola kesatuan yang
demikian itu adalah; masalah keabsahannya. Peraturan-peraturan itu diterima
secara sah apabila dikeluarkan dari sumber yang sama, seperti peraturan
hukum, yurisprudensi dan kebiasaan. Sumber-sumber yang demikian itu

dengan sendirinya melibatkan kelembagaan seperti pengadilan dan pembuat
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UU. Tkatan sistem itu tercipta pula melalui prakiek penerapan peraturan-
peraturan hukum itu. Praktek ini menjamin terciptanya susunan kesatuan dari
peraturan yang dipakai untuk menjalankan praktek itu, seperti penafsiran atau
pola-pola penafsiran yang seragam menyebabkan terciptanya ikatan sistem
tersebut (Sacipto Raharjo, 1991:50).

Menurut Fuller bahwa tolok ukur adanya suatu sistem hukum harus
memenuhi delapan asas yang dinamakan prinsiples of legality, yaitu: pertama,
suatu sistem hukum harus peraturan-peraturan bukan hanya sekedar sebuah
keputusan-keputusan yang bersifat ad-hoc. Kedua, Peraturan yang dibuat itu
harus diumumkan. Ketiga, tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh
karena apabila yang demikian itu tidak ditolak, maka peraturan itu tidak bisa
dipakai lagi untuk menjadi pedoman tingkah laku. Membolehkan pengaturan
berlaku secara surut berarti merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk
berlaku bagi waktu yang akan datang. Keempat, peraturan-peraturan harus
disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti. Kelima, Suatu sistem tidak
boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lainnya.
Keenam, Peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang
dapat dilakukan. Ketujuh, Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah
peraturan schingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi.
Kedelapan, harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan
pelaksanaannya sehari-hari ( Satjipto Rahardjo, 1991: 51).

Fuller mengatakan, bahwa kedelapan asas yang diajukannya itu
sebetulnya lebih sekedar persyaratan bagi adanya suatu sistem hukum,
melainkan memberikan pengkualifikasian terhadap sistem hukum sebagai
sistem hukum yang mengandung suatu moralitas tertentu. Kegagalan untuk
menciptakan sistem yang demikian itu tidak hanya melahirkan sistem hukum
yang jelek, melainkan sesuatu yang tidak bisa disebut sebagai sistem hukum
sama sekali (Satjipto Rahardjo, 1991:52).

Fungsi Mahkamah Agung RI sebagaimana yang sudah diterangkan
pada bab-bab sebelumnya yaitu melakukan pembaharuan hukum. Hal itu
berarti Mahkamah Agung Rl harus turut serta menciptakan sistem hukum
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yang baik, bukan malah sebaliknya dimana Mahkamah Agung dengan dalih
emergency telah berani mengambil tindakan hukum dengan menabrak rambu-
rambu norma hukum yang sudah disepakati dalam memutuskan perkara
terutama terhadap PP No.17 tahun 1999.

Berkaitan dengan kasus hak uji material yang telah dilakukan oleh
MARI terhadap PP No.17 tahun 1999 tentang BPPN, disana Mahkamah
Agung lebih menggunakan cermin politik dalam menginterpretasikan sebuah
aturan hukum normative demi mendapatkan legitimasi hukum dari pada harus
mengedepankan kaedah-kaedah hukum yang benar. Praktek-praktek hukum
seperti yang telah dilakukan oleh MARI dalam kasus ini tidak jauh beda
dengan negara-negara totaliter yang menggunakan hukum hanya sebagai
kedok untuk mencapai tujuan-tujuan sesaat dan mendapatkan legitimasi
kepentingan-kepentingan  politik semata. Schingga tujuan  hukum
sebagaimana yang telah diharapkan sulit untuk dicapainya.

Tujuan hukum sebagaimana yang dikatakan oleh Jeremy
Bentham dalam bukunya” introduction of the moral and legislation”
berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa
yang berfacdah bagi orang banyak serta oleh karena apa yang berfaedah bagi
orang yang satu, mungkin merugikan Bagi orang lain, maka menurut teori
utilitis tujuan hukum adalah: menjamin adanya kebahagiaan yang sebanyak-
banyaknya pada semua orang. Kepastian melalui hukum bagi perorangan
merupakan tujuan utama daripada hukum (C.S.T Kansil, 1989:44).

Membicarakan berfungsinya hukum dalam masyarakat, biasanya
pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut benar-benar berlaku
atau tidak. Masalahnya kelihatannya sangat sederhana, padahal dibalik
kesederhanaannya tersebut terdapat hal-hal yang cukup merumitkan.

Didalam teori hukum, biasanya dibedakan antara tiga macam hal
berlakunya hukum sebagai kaidah. Mengenai hal berlakunya hukum ada
anggapan-anggapan sebagai berikut:

a. hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah
yang lebih tinggi tingkatannya (H. Kelsen), atau bila terbentuk menurut
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cara yang telah ditetapkan atau apabila menunjukkan hubungan keharusan
antara suatu kondisi dan akibatnya (J.H.A.Logeman).

b. hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya,
kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun
diterima atau tidak diterima oleh masyarakat (teori kekuasaan), atau
kaidah tadi berlaku karena diterima atau diakui oleh masyarakat (teori
pengakuan).

¢. hukum tersebut berlaku secara filosofis; artinya, sesuai dengan cita-cita
hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Kalau ditelaah secara mendalam, maka agar supaya berfungsi serta
tercipta kualitas hukum yang baik, maka suatu kaidah hukum harus
memenuhi ketiga macam unsur tersebut diatas. Adapun sebabnya antara
lain: Pertama, apabila hukum hanya berlaku secara yuridis saja, maka
kemungkinan besar kaidah tersebut merupakan kaidah mati (doderegel).
Kedua, kalau hanya berlaku secara sosiologis saja (dalam arti tori
kekuasaan), maka kaidah tersebut menjadi aturan pemaksa
(dwangmaatregal). Ketiga, apabila hanya berlaku secara filosofis saja,
maka mungkin hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-
citakan (ius constituendum) saja dan tidak membumi.

Berangkat dari penjelasan diatas tersebut, kelihatan sedikit betapa
rumitnya masalah, oleh karena biasanya seseorang hanya melihatnya dari
satu sudut saja. Sebab, agar hukum atau peraturan (tertulis) benar-benar
berfungsi, senantiasa dapat dikembalikan pada paling sedikit 4 faktor,
yaitu:

1. hukum atau peraturan itu sendiri;

2. petugas yang menegakkannya;,

3. fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum;

4. warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut
(Soerjono Soekanto, 1991:56-57).

Menyimak pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dalam

memutuskan perkara hak uji material terhadap PP No.17 tahun 1999, apabila
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bercermin pada pendapat para pakar sebagaimana yang disebutkan diatas,
maka sana terlihat bahwa Mahkamah Agung Rl hanya memperhatikan satu
aspek saja yaitu aspek sosiologis saja. Untuk itu Seharusnya Mahkamah
Agung RI dalam memutuskan setiap perkara yang la terima harus
mempertimbangkan secara cermat terhadap hukum dengan memperhatikan
unsur filosofis, sosiologis dan yuridis. Hal ini dimaksudkan untuk
mewujudkan kualitas hukum yang baik serta diakui dan diterima oleh

masyarakat.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

4.1 Kesimpulan

Berangkat dari pembahasan yang Penulis lakukan, maka
selanjutnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yang dapat Penulis rumuskan
sebagai berikut:

1. Kewenangan-kewenangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional ( BPPN)
yang dapat dikatagorikan sebagai kewenangan yudisial diluar lembaga
peradilan  ditunjukkan dengan adanya kewenangan BPPN dalam
mengeluarkan surat paksa, perintah pengosongan atas tanah dan bangunan
serta mempunyai hak untuk melakukan pengakhiran kontrak secara sepihak
dengan fihak ketiga adalah bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum
normatif lainnya vang notabene lebih tinggi hirarkhi hukumnya.
Berdasarkan pada azas” Lex Superior Derogat legis inferiori” maka produk
hukum berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) vyang telah mengatur
kewenangan BPPN tersebut secara hirarkhi jika dibandingkan dengan
produk hukum diatas PP dapat dinyatakan batal demi hukum dan tidak sah
untuk diberlakukan.

2. Menurut Mahkamah Agung Rl bahwa keberadaan PP No.17 tahun 1999
tentang BPPN tersebut tidak bertentangan dengan Basic law. Hal ini
didasarkan pada pendekatan faktor mendesak (emergency) disebabkan
adanya tuntutan keadaan atau peristiwa (occasional demand) yakni
turbalansis atau krisis ekonomi seperti yang dijelaskan pada peraturan
pemerintah No.17 tahun 1999 dalam konsideran dan penjelasan umumnya.
Walaupun akhirnya MA menyarankan agar keberadaan PP No.l17 tahun
1999 tersebut secepatnya ditingkatkan menjadi UU.

Pandangan Mahkamah Agung RI diatas, disana terlihat lebih

mengedepankan kepentingan sesaat dengan dalih adanya faktor emergency

dan occasional demand daripada mematuhi adanya aturan-aturan hukum
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normatif serta azas-azas hukum lainnya. Keberadaan aturan hukum lain
yang telah dikesampingkan dengan diadakannya PP No.17 tahun 1999 tidak
dapat dikatagorikan sebagai  fenomena hukum yang dikesampingkan
(desuetudo) atau hukum yang lumpuh, sebab indikasi hukum yang
dikesampingkan tersebut dimulai dari dari prilaku masyarakat yang tidak
menghiraukan dan tidak mentaati suatu peraturan tersebut karena dianggap
tidak sesuai. Sedangkan kondisi ini berbeda dengan keberadaan hukum yang
dikesampingkan dengan dimunculkannya PP No.17 tahun 1999, Dimana

sebagian hukum yang dikesampingkan tersebut dilakukan oleh pemerintah
sendiri bukan dari fihak mayarakat.

4.1 Saran

Berdasarkan pembahasan yang Penulis lakukan dapat ditarik beberapa

saran dengan rumusan sebagai berikut:

I

suatu negara, baru dapat dikatagorikan sebagai negara hukum apabila salah
satunya adalah terciptanya supremasi hukum. Untuk itu seharusnya para
pelaksana hukum (Hakim) dalam memutus suatu perkara terutama mengenai
hak uji material terhadap PP No.l17 tahun 1999 tentang BPPN harus
memperhatikan dan mematuhi kaidah-kaidah hukum serta asas-asas hukum
lainnya.

PP No.17 tahun 1999 tentang BPPN hendaknya secepatnya diubah dalam
bentuk UU, sebab hal ini untuk menjaga agar tidak terjadi benturan peraturan
hukum serta tumpang tindih antara aturan — aturan hukum yang ada dibawah

dengan aturan hukum yang ada diatasnya sesuai dengan hirarkhinya

hukumnya.
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" PUTUSAN BADAN PERADILAN -

[ MAHKANAH AGUNG RI|

PUTUSAN
Nomor : 01 PHUM/1999

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA AESA -

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan memutus permohcnan keberatan Hak Uji Materiil -terhadap
Peraturai Pemerintah (PP) Nomor. 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan
nasional, pada tingkat pertama dan terakhir telah inengambil putusan sebagai berikut
dalam permohonan keberatan oleh :

DEWAN PIMPINAN PUSAT ASSOSIAS|I ADVOKAT INDONESIA (DPP AAl),
berkedudukan di Jakarta, Jalan Haji Agus Salim No. 57 Jakana Pusat, dalam hal ini
diwakili oleh kuasanya : 1. Thomas E. Tampubolon, SH. 2. Denny Kailimang, SH.
3. Hakim Simamora, SH. 4. Agust Takarbobir, SH. 5. Victor D. Sibarani, SH. 6. John H.
Waliry, SH. 7. Munir Fuadv, SH.MH.,LLLM. 8. Syamsul Arief, SH. 9. Nelson Darwis, SH.
10. Harry Ponto, SH.,LL.M. 11. Aswin Adityawan SH. 12. Siti Zaitin Nocr, SH. 13. Siti
Maemunah Affendy, SH. 14. Sri S. Bisma, SH. 15. Ida bagus Anom Bisma, SH.
16. Anton Dedi Hermanto, SH. 17. Maria Le'wverissa, SH. 18. Heri Suryadi, SH.

Sesuai dengan surat keputusan DPP AAl No.05/KEP/DPP-AAINII/99 tanggal 2 Agustus
1999, dan surat kuasa DPP AAl tanggal 2 April 1999 Selanjutnya disebut Pemohon ;

Menimbang, bahwa permohoran keberatan dalam surat permohonannya tanggal _

5 Ayustus 1953 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 5 Agustus
1999 dan diregister dengan No.01/P/HUM/1999 pada tangga' 31 Agustus 1999 telah
mengajukan perrmohonan keberatan dengan dalil-datil pada pokoknya sebagai barikut:

- Bahwa dalam PP No. 17 tahun 1999 terdapat pasai-pacal yang secara langsung
inengainbil alih kewenangan/tugas yang seharusnya hanya dimiliki oleh Badan-
Badan peradilan. Melalui BPPN pemerintah telah melakukan tugas peradilan
sehingga adanya PP ini bertentangan dengan Pasal 24 UUD 1945, Pasal 11 ayat 1
TAP MFR No.VI/MPR/1973, Undang-undang No.14 tahun 197C Pasal 1 dan Pasal 4
ayat 2. .

Ketentuan-ketentuan yang memberi wewenang kepada BPPN bertentangan

Jdengan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut adalah :

a. UUD 1945
Eerdasarken Pasal 24 UUD 1945, Kekuasaan Kehakiman hanya boleh cilak-
sanakan oleh Mahkamah Agung = Badan-Badan lain yang ditetapkan dengan
Undang-Undang. Namun kewenangan yarg diberikar clzh PP Mo.17 tahun
1999 kepada BPPN juga meliputi kewenangan badan peradiian;

b. Undang-Undang No.49 Prp tahun 1960 dan Undang-Urdang No.14 tahun 1970
serta Undang-Undang lainnya.
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Pasal 54 sampai dengar Pasal 57 PP No.17 tahun 1999 menyatakan BPPN

capat melakukan penagih=n piutang Bank kepada debitur dengar menerbitkan

surat paksa yang mempunyai kekuatan eksekutorial dan mempunyai kedu-

dukan hukum yang sama dengan putusan Pengadilan vang telah mempunyai

kekuatzn hukum yang tetap.

Pasal 12 ayat (1) Undang-ur.dang No.49 Prp tahur 1960 menyebutkan bahwa
instansi pemerintah dan BUMN wajib menyeraiikan piutananya kepada PUPLN.
Jadi penagihan hutang olei BPFM adalaii bertentangan de.igan Undang-
Undang No.4$ Prp tahun 1960, Undang-Undang No.i3 tahun 1997 tentang
Penagihan pajak Dengan Surat paksa.

Dengan memberikan hak kepada BPPN guna menerbitkan surat paksa ber-
kepaia “Domi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” PP No. 17
tahun 1999 bertentangan dengan Pasal 4 ayat 1, 3 dan Pasal 40 Undang-Undang
No.14 tahun 1370 ;

Bertentangan dengan Pasal 197 ayat 1 HIR karena Pasal 58 ayat (1), (2) PP No.
17 tahun 1999 memberikan kewenangan kepada BPPN melakukan peletakan

pencabutan dan pangangkatan sitc eksekusi terhadap harta benda milik debitur.
Sedangkan Pasal 197 ayat 1 HIR mengatakan : secara ex officio Ketua Penga-
dilan Negeri vang mempunyai kewenangan tersebut ;

BPPN dalam melakukan sita eksekusi terhadap harta benda milik debitur
{setelah menerbitkan surat paksa yang disebut dalam Pasal 58, 59 PP No.17
tahun 1999 adalzin bertentanaan dengan Undang-Undang i40.19 tahun 1997
tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa; .

Kewenangan BPPN melakukan sita eksekusi tanpa didasari oleh suatu grose
akta adalah berfentangan dengan Fasal 224 HIR - T ’

PP No.17 tahun 1999 Pasal 19 ayat i mengatakan BPPN berwenang meninjau
kembali, membatalkan, mengakhiri dan atau mengubah setiap kontrzk yang
mengikat bank dalam penyehatan dangan pihak ketiga. Pasal 1338 KUHPerdata
menegaskan adanya Pacta Sund Servanda dalam suatu perjanjian. Selain itu
sesuai dengan Pasal 1266 KUHPerdata dinyatakan bahwa suatu perjanjian
hanva danat dibata'kan melalui proses perigadilan. Karenanya PP No.17 tahun
1299 bertentangan dengan KUHPardata yaitu asas perjanjian ;

PP No.17 tahun 1999 Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 rmenyatakan bahwa BPPN
berwenang n.eletakkan pangosongan atas tanah atau bangunan milik/hak bank
dalam nenyehztan. Sedanakan sa2suai Pasal 200 ayast 11 HIR, surat perintah
£enyosongan atau pen=tapan eksekusi FENgoOsongan dikeluarkan oieh Ketua
Pengauilan Negeri. Selain ity kualitas pejabat yany beiwenang aalam pengoe-
songan dalam Pasal 24 Feraturan Pemerintah Nu.17 tahun 198399 tidak jeles.
Kewenangan pengosongan rumah/bangunan diberikan kepada BPPN sedang-
kan olsh Undang-Urdzng No.4 tahur 1992 tentang Perumahan dan Pemuximan
Pasal 14 menetapkan : sengketa yang berkaitan dengan pemilikan dan
Prmanfazian rumah diselesaikan melalui badan peradilan. Karena itu PP No.i7
iahun 1999 bertentangan dengan HiR dan Undang-Undan-: No.4 tahun 1992.;
Karena itu Peraturan Pemerintali Nu.17 tahun 1999 bertentangan dengar
sejumlah Undang-1ndang dan khususrya Undang-Undang No.14tahun 1970
pasal 40 menyatakan : “Semua peraturan-peraturan yang mengatur kstentuan-
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ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman yang bertentangan dengan Undang-
Undang ini dinyatakan tidak berfaku”.
bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Mahkamah Aqung untuk
memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima seluruh permohonan Pemohon; o

2. iMenyatakan Peraturan Pemerintah No.17 takun 1999 tentang Badan Penyehatan
Perbankan Nasicnal bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

- lebih tinggi;

3. Menyatakan Peraturan Pemerintah Nc.17 tahun 1399 tentang Badan Penyehatan
Perbankan Nasional tidak berlaku umum dan tidak mempunyai kekuatan hukum
yang mengikat; |

4. Memerintahkan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ouna melakukan
pencabutan terhadap Peraiuran Pemerintah No.17 tahun 1839 tentang Badan
Penyehaian Perbankan Nasional ;

Menimbang, pertama-tama yang harus diperiksa dan dipertimbangkan berkenaan
dengan syarat formil tenggang waktu pengajuan permohonaan xeberatan Hak Uji
Materiil sebagaimana yang digariskan dalam PERMA No.01 tahun 1999 (tentang Hak
Uji Materiil); . : i

w..m:s\m terhadap permohonan ini, ketentuan tenggang waktu pengajuan keberatan
yang harus diterapkan bukan pasal 5 ayat (4) - 180 han sejak berlakunya peraturan
perundang-undangar yang bersangkutan, tetapi yang harus diterapkan adalah pasal
15 ayat (2) yakni pengajuan keberatan terhadap peraturan perundarg-undangan yany
telah dikeluarkan sebelum beriakunya PERMA ini, dapat dilakukan selambat-lambatnya
tanggai 1 Juni tahun 2000;

pahwa teinyata Feraturan Pemerintah No.17 tahun 1999 yang menjadi objek
permohonan keberatan ditetapkan pada tanggal 27 Februari 1999, sedang PERMA Ne.1
tahun 1999 ditetapkan tanggal 20 Mei 1999 ;

- :._umxm beiarti, PP No. 17 tahun 1999, telah dikeluarkan atau ditetapkan sebelum
PERMA No.1 tahun 1999 itu sendiri diterbitkan.

- dengan n..wB_x_u:. S.:.mmm.._m waktu pengajuan keberatar, terhadap PP No.17 tahun
1999 masih dapat diajukan selambat-lambatnya tanggal 1 Juni tahun 2000,

) bahwa ternyata permohohan keberstan diajukan nada tanggal 5 Agustus 1992
m.a.:_....mcm tenggang waktu yang disyaratkan Pasal 15 ayat (2) beium dilampaui. Um:nm_.n
demikian dapat disimpulkan permohonran keberatan vang diajukan Dewan Pimpinan
Pusat Assosiasi Advokat Indonesia, masih dalam tenggang wakiu yang dibenarkan
hukum, oleh karena itu secara formai permohonan tersebui harus dinyatakan dapat
diterima ; . _ .

Menimbang, menanggapi permchonan keberatan rlak Uji Materiil yang diajukan
Pemchen perlu lebih dahulu dikemukakan pertimhangan-peitimbangan berikut, sebagai
landasan berpikir dan beroijak menyelesaikan kasus permohonan ini ;

1. Hak Uji Materiil diietakkan di atas landasan to exercise contrcl over the govern-
ment act yakni secara konstitusional diberikan kewenangan kepada Kekuasaan
Kehakiman me'alui Mahkamah Agung untuk melaksanakan pengawasan atas
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kegiatan perundang-undangan yang dikeluarkan penguasa agar kehidupan
masyarakat terhindar dari peraturan perundang-undangan yang inkonstitusional.
Hak ini oleh ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Mo.14 tahun 1970 jo Pasal 31
Undang-Undaiig No.14 tahun 1585 diberikan kepada Mahkamah Agung, semula
dalam bentuk sistem insidenter atau decentralized system melalui proses peradilan
dalam tingkat kasasi, dan kemudian dikembangkan melalui quasi centralized
system atau sistem principaliter yang semu melalui PERMA No.1 tahun 1993
sebagaimana dirubah dan diperbaharui olah PERMA N2.1 tahun 7399 (2C Mei
1999). )

Dengan demikian permohonan ini, masih dalam kerangka konstitusi, dan tidak
dianggap sebagai intervensi terhadap kedaulatan legislatif (legislative sovereignity)
maupun terhadap kekuasaan eksekutif dalam kewenangannya melaksanakan
fungsi delegated legislation olef kekuasaan yudikatif (judicial power);
Mekanisme penerapan Hak Uji Materiil tentang adanya peraturan perundang-
undangan yang bercorak inkonstitusional didasarkan pada asas lex superior
aerogat legis inferiori. - :

Cara penerapan asas ini, dengan jalan manguji dan meneliti, apakah suaiu
peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan kctentuan
perundang-undangan yang lebih tinggi, dimana peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi tersebut menjadi landasan elaborasi atau |landzsan pendelegasian
peraturan perundang-uncangan yang lebih rendah, yang menjadi objek Hak Uji
Materiil dimaksud. )

Berdasar asas ini, mekanisme penilaian yang harus dilakukan dalam kasus ini,
adalah menguji substansi Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1999 berhadapan
dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998, Undang-Undang No.14 tahun 1970
serta ketentuan HIR maupun Undang-Undang lain yang disebut dalam per-
mohonan ; apakah Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1999 benar-benar
mengandung hal-hal yang inkonstitusional.

Jixa secara nyata ketentuan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1999 mengandung
pertentangan yang bersifat inkonstitusional terhadap peraturan perundang-
undangan tersebu, maka tindak lanjut dari asas lex superior derogat legis inferiori
adalah pernyataan invalidated (tidak berlaku) kepada peraturan perundang-
undangan yang lebih rendah dimaksud (dalam hal ini Peraturan Pemerintah No.17
tahun 1929) secara erga omnes (berlaku untuk semua orang) secara retroactive
(ex turic);

Makiia inkonstitusional dalam proses Hak Uji Materiil, tidak boleh diartikan dalam
arti sempit, tapi harus diproyeksikan dalam arti luas yang diformulasikan dalam
terminus fundamentai law atau natural justice.

Bertitik tolak dari arti inkonstitusional dalam arti luas dikaitkan dengan Hak Uji
Materiil, berarti suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah layak
dan beraiasan untuk dijatuhkan perintai invalidated olen Mahkamah Agung,
apabila peraturan perundang-undangan itu mengandung isi dan jiwa yang ber-
tentangan dengan fundamental law atau naturai justice dalam rangka upaya
penyehatsn perbankan nasional dalam mengatasi krisis keuangan dan ekoncmi
yang diemban Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1999.
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Konkritisasi dari pengertian fundamental law atau natural justice dalam kerangka
Hak Uji Materiil baik secara umium dan kasuistik, terletak sada permasalahan ockok,
apakah penierapan dan pelaksanaan ketentuan yang lebih rergah itu ;
mematikan hak peidzta seseorang,
- melanggar hak asasi perorangan atau anggota masyarakat, .
. melanggar asas legalistik,
. elanggar prinsip-prinsip demokratis dan egalitarian,
- mengendung praktek Jiskriminasi.
Maksudnya ketika ketentuan-ketentuan kebijaksanaan yang digariskan Penguasa
dalam Peraturan Pemeirintah No.17 tainun 1999, diterapkan dan dilaksanakan,
langsung atau tidak langsung secara serius mematikan hak perdata seseorang
atar melanggar hak asasi, asas legalistik atau prinsip-prinsip demokrasi maupun
mengandung praktek diskriminasi. =2y
Jika terjadi hal yarg demikian, Mahkaman Agung harus menerapkan asas lex
superior derogat legis inferiori yana dibarengi dengan pernyataan invalidated,
dan memerintahkan pejabat yang bersangkutan untuk mencabutnya dari tengah-
tengah kehidupan masyarakat ; ;

V. Pemberian Hak Uji Materiil kepada Kekuasaan Kehakiman (judicial power), daiam
hal ini kepada Mahkamah Aqung, harus diterapkan berdasar asas reasonable-
ness, oleh karena itu Hak Uji Materiil tidak boleh dipergunakan sebagai tindakan
sabotase peradilan (sabotaged by judiciary) terhadap kebiiaksanaan kepertingan
umum (public interest) yang digariskan legislatif aiau eksekutif berdasar delegated
legislation.

Terutama pada era sekarang telah lahir faham atau aliran positive state (negara

~— - positif) dimana kepada nepara melalui-penguasa atau Pemerimtah-difimpshkan-

:m..m.tu: kepada negara (state; mengatur urusan keszjahteraan mesyarakal
(soci=l-welfare matter), sehingga baik secara tegas dan iraplisit, konstitusi elah
memberi kekuasaan kepada pemarintah melalui delegated legislation untuk
melindungi kepentingan umum agar dapat diwuvjudkan kesejabteraan sosial
ekoromi bagi seluruh rakyat.

Oleh karena itu, apabila pada satu saat penguasa mengeluarkan kebijaksanaan
yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat dalam bentuk perlindungan
kepentingan umum, penerapan kewenancan Hak Uji Materiil terhadap upaya
penguasa tersebut, harus dilakukan dengan pendekatan reasonableness, sehingga
benar-benar dapat terhindar cara penerapan hak Uji Materiil vang percorak
sabotase oleh peradilan (sabotagad by juaiciary) terhadap usana perguasa
melindungi kepentingan urium.

Kalau begitu dalam rangka penerapan Hak Uji Materiil yang diajukan Pemohon
terhadap Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1998, Mahkaman Agung harus
menjauhkan diri dari sikap yang bercurak sabotase terhadap tujuan perlindungan
kepentingan umum; dalam hal ini tindakan-tindzkan yang mendesak untuk menye-
hatkan perbankan nasional demi menghindari runtuhnya keiangsungan kehidupan
perekotiomian bangsa, seperti yang ditegaskan dalam Penjelasan Umum (alinea
ketiga) : “Guna mencegah kerusakan yang lebih buruk di sektos ekonomi yang
dapat menimbutkan implikasi susiai secara luas, Pemerintah mengambil langkah-
langkah strategis dengan mendirikan badan kbusus yang bersifat mm_....m:ﬁ_.m dan
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mempunyai misi memulihkan kondisi perbankan serta mengembalikan uang
negara yang tersatur di sektor perbankan “ ;

Materiil yang wajar (reasonable) dalam kasus ini, tidak terlepas
dari pencekatan faktor tindakan cepat dan segera yang sangat mendesak
{(emergency) disetbabkan adanya tuntutan keadaan atau peristiwa (cccasional
demand) yakni turbaiansis aiau krisis ekcnomi seperti yang dijelaskan Peraturan
Pemerintah No.17 tahun 1999 dalam konsideran dan penjelasan urum.
Seiubungan denaan pendekatan berdasar faktor emergency dan occasionzl
demand tersebut, maka Mahkamah Agung dalam melakscnakan fungsi dan
kewenangan Hak Uji Materiil, selain jangan sampai terjebak menjadi sabotase
peradilan terhadap kebiizkan penguasa melindungi kepentingan umum demi
mewujudkan harapan social-welfare matter, Mahkamah Agung juga mesti dan
wajib memahami dan menyadari keadaan cmergency dan occasional demand
yang terjadi. Dengan demikian penggunaan Hak Uji Materiil, harus diterapkan
dengan sungguh-sungguh sesuai dengan prinsip proporsionalitas yang lentur.
Tidak boleh sempit dan kaku di bawah acuan paham strict law atau judicial
restrain ;

tau landasan pemikiran pertimbangan yang diuraikan
kakan argumentasi yang dirangkai dengan
an Keberatan Hak Uiji

Nienimbang, dari premis a
diatas, Mahkamah Agung akan mengemu
kesimpulan pendapat terhadap penyelesaian kasus permohon
Materiii ini ;
akan diteliti lebih n_m::_...__ kelahiran Peraturan Pemerintah

bahwa pertcma-tama,
an umum (setagai notoir feiten)

No.17 tahun 1999 ditinjau dari segi pengetahu
dihubungkan dengan pernyataan yang tercantum dalam konsideran dan penjelasan

umur, kelahiran Peraturan Peme: intah ini didasarkar pada kenyataan emergency dan

occasional demand yang benar-benar objektif sesuai dengan situzsi krisis moneter yang

dihadapi bangsa Indoneia ;

- melemahnya industri Perbankan Nasional akibat gejolak moneter dan jika ini

) dibiarkan tanpa upaya yang efektif dan efisien scria cepat, dapat mengakibatkan
dampak yang renghancurkan dan meinbahayakan perekoncmian nasional
maupur, imolikasi krisis sosial yang menyeluruh,

erusakan sektor ekcnomi yang lebih buruk, diperlukan tindakan

penyehatan perbankan dan me!aksanakan pengelclaan aset bank bermasalah, dan

untuk itu diperlukan pengaturan lebih lanjut wewenang badan khusus {dalam Fal

ini BPPN) melalui Peratuian Pemeriniah Ne.17 tabiun 1599 ini ;

dan tindakan ini bersifat sementara sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 2

ayat (¢) Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1999, yakni untuk jangka waktu b tanun.

k zda maksud penguasa (BPN) unituk melegalisasi tindakan
sewenang-weanary melalui Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1999. tetapi semaia-mata
&nma.mqrm_..umuu motivasi mempercepat pemulikan perbankan vang sehat dan
pengembalian uang negara dengen cara yang ofextif, efisien dan cepdt tetapi serara
leqalistik melalui Peraiuran Pemerintah Nc.i7 tahun 1998 ini - )

Ealvva dari faktor notoir feiten di atas, faktor emergency dan occasional demand
vang mendorong keiahiran Peraturan Pernerintan ini mmwmmm.,, delegated legistation yang

= guna mencegah k

Jika demikiar nalnva, tida
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bersumber dari pssal 37A Undang-Undang No.10 tahun 1998 (yang telah merubah
Undang-Undang No.7 tahun 1292, tentang Perbankan) yang menegaskan, apabila
menurut peniiaian Bank Indonesia terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan
perekonomian nasional, atas peimintaan Bank !ndonesia Pemerintah setelah berkon-
sultasi kepada DPR, dapat membentuk badan khusus yang bersiiat sementara dalam
rangka penyehatan perbankan, beralasan untuk dapat diterima sebagai salah satu
saluian jalan keluar yang tidak dapat dielakkan {insvitable) yang dibarengi dengan suatu
kesadaran bainwva Peraturan Pemeriiiteh No.17 takun 1929 ini, bukan merupatan suatu
solusi akhir yang absoiut dan serapurna, karena pada hakekatnya tidak pernah dapat
diwujudkan solusi akhir yang sempurna dan memuaskan ;

bahws dalam kondisi emergency dan occasiona: demand yang mendesak inilah
dilahirkan BPPN yang tata kerja serta kewenangannya dituangkan dalam peraturan
Pemerintah No.17 tahun 1999, sehinggaMahkamah Agung dalam melaksanakan fungsi
dan kewenangan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Pemerintah No.17 taliun 1999
berhadapan dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998 dan Undang-Undang No.14
tahun 1970 serta peraturan perundang-undangan lain yang dikemukakan dalam
umnio:o.zm: keberatan, perlu dilakukan pendekatan tel=olcgis secara kontekstual dan
n_mo:«o.:.n (diakronik = menurut sejarah diterbitkannya Peraturan Pemerintah ini). Oleh
rmam:m. ity kurang tepat melaksanakan fungsi dan kewenangan Hak Uji Materiil dalam
kasus ini, semata-mata dari pendekatan formal secata tekstual dan sinkronis Paraturan
m..mau:...s_._ No.17 tahun 1999, berhadapan dengan berbagai Undang-undang yang
disebut dalain permohcnan keberatan ; . .

) .__Sm::,:g:m. bertitik tolak dari pendekatan yang dikemukakan maka perer
prinsip Hak Uji Materiii yang didasarkan pada n_o_a::a_mx superior legis m_._*oﬂnr%__ﬂ_wwm
a_w.m_a_u.mzmxmn dengan tujuan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1959
.3.::@: Utamanya untuk mer.cegah kerusakan sektor ekonomi nasional yang lebih umnmr
n__mocm_u*m: _mimr:%m industri perbankan zkibat krisis moneter. Untuk itu mendesak
dilaksanakan fungsi dan upaya penyehatan perbankan yang meliputi pelaksanaan
pengelolaan aset Bank bermasalah, dan kepada badan khusus <m..5 melaksanakan
mmqmm_o_mmz perlu diberi wewenang yang efektif dan efisien untuk meiakukan extra
judiciai dalam bentuk pengeluaran surat paksa dan penyitaan maupun v._.._w_n:cn:."

bahwa kalau begitu sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal ) Per

Pemerintah No.17 tahun 1995 dikaitkan um:mm%xunn:”:u: uwmmm_mnwu.wmm._wmamw%ﬂ”m_h“
zo.__o. tahun 1998, BPPN sebagai badan khusus yang diberi wewenang menjalankan
fungsi penyehatan perbankan. telah diberi kewenangan legalistis yang efektif can etisien
untuk mengeluarkan Surat Paksa yang bertitel cksekutorial {Pasal 54) d2n penyitaan
(Pasal 58), pangosongan (Pasal 21). Namun semuanya hal itu kalau diuji dengan hukum
acara _u.m_d.ns. masih dalam batas-batas kerangka tata tertib beracara (scope of due
process). Hanya saja furgsionaris pelzksanaannya saja yang diberikan kepada BPFN
m.mrmqw_,.mm:mcma? derden beslag yang diatur dalam pasal 59 masih sesuai nm:..._...:.
sistemn sita pihak EG- yanrg diatur dalarn prektek peradilan. Paszl 53 juga mengatur
umaum.mu.m_._ penyitaan berdasar kemanusican, pasal 61 menegaskan kewajiban BFPN
mematuhi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Juga pasal 6C ayat _&
mengskui lembaga verkelijkende besiag ;

bahwa raungkin sepintas lalu jika diuji dari doktrin | i i
. b 3 - ex superior derogat legis
inferiori, ierkesan ketentuan pasal 54 dan pasal 58 Feraturan Pemerintah Ne.17 "mﬂwn
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1999 yang memberi wewenang kepada BPPN mengeluarkan Surat Paksa dengan titel
eksekuiorial, agak bertentarigan dengan kstentuan pasal 10 Undang-Undang No.14
tahun 1970 jo Undang-Undang No.2 tahun 1986 maupun dengan ketentuan pasal 195
HIR maupun dengan Undang-undang lain yang dikemukakan dalam.permohonan

keberatan ;

bahwa akan tetapi jika didekati secara kontekstual dan occasional demand
dihubungkan pula dengan aspek pendekatan fungsi to exercise control over the
government act yang harus diperankan Mahkamah Agung melalui Hak Uji Materiil,
tetapi bukan Hak Uji Materiil yang bercorak sabotase peradilan (judicial sabotage)
terhadap kebijaksanaan Penguasa melindungi kepentingan umum (publicinterest), mcka
ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1999 secara keseluruhan tidak
sampai_mengandung substarsi yang bercorak inkonstitusional. Dalam arti, meskipun
ketentuan-ketentuan Peraturan pemerintah No.17 tahun 1999 memberi kewenangan
yang agak menyinipang dari ketentuan formal Undang-undang yang lebih tinogi, maka
jika pemberian kewenangan yang agak menyimpang tadi dikaitkan dengan emergency
dan occasional demand, maka secara substansial dan mateériil kandungan Peraturan
Pemnerintah No.17 tahun 1999, tidak sampai mematikan hak pardata seseorang, tidak
juga sampai melanggar hak Asasi Manusia, karena tidask mematikan hak seseorang
untuk mengajukan perlawanan atau guagtan kepada Pengadilan (State court) terhadag
tindakan BPPN sebagaimana hal itu ditegaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2). Juga
tidak melarggar asas legalistik dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan asas
egaliter maupun praktek diskii inatif, karena semua mesti dilakukan BFPN serara
terbuka seperti yang ditegaskan penjelasan umum (aline kelimz) : “.... penerapannya
perfu dilandasi dengan asas kehati-hatian serta menjunjung tinggi asas keterbukaan”
dan bukan sewenang-wenang. Kewenangan mengeluarkan Surat Paksa, penyitaan atau |
pelelangan, masih berar-benar mengacu pada kondisi yang digariskan dalam Pasai
195 dan Pasal 200 HIR. Dengan demikian, menurut pendapat Mahkamah Agurg,
pemberian wewenang yang besar iny, jika dikubungkan dengan urgensi dan occasional
demand tidak merupakan pelanggaran yang dapat dikategorikan bertentangan dengan
fundarnental law atau natural justice ;

Menimbang, baik dari segi praktek peradilan dan perundang-undangan dikenal
extra judicial atau peradilan semu seperti arbitrase (beroasar Rv. Pasal 615-651 jo
Undang-Undang No.31 tahun 1949), P4AP di bidang perburunan berdasar Undang-
Undang No.12 tahun 1964, PUPLN berdasarkan Undang-Undang No.49 Perpu tahun
1960, parate exsekusi atas Hak Tanggungan berdasarkan Lindang-Undang No.4 tahur
1995 dan belakangan ini parate eksekusi Jan the right to reposses ctas objek jaminar.
fidusia berdasar Undang-Undang No.42 tahun 1999 dan Peradilan Pajak bercasar
Undang-Undang No.17 tahun 1997 ;

bahwa memang benar dan harus dizkui, eksistensi extra judicial yang dikemukakan
diatas, dilembagakan melalui instrumen yang hirerkisnya undang-undang, tidak dalam
bantuk Peraturan Pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang iebif. rendah
dari Undang-undang. pelembagaannya dalam undang-undzang sangat tepat. karena

- kelahiran atau diterbitkannya bentuk-bentuk extra judicial tersebut, diterapkan dan

diberiakukan dalam kendisi normal dan konvensional. Sisi efektivitas dan efisiensi
g dalam pelembagaan extra judica! arbitrase, PUPLN, F4P, Hzk

memang terkandun
k, meskipun diterapkan dalam keadaan

Tanggungan, Jaminan Fiducia dan Peradilan Paja
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normal, serta pengaturannya dalam bantuk undang-undang, dan hal itu dimungkinkan
Lerbentuk undang-undang, karena penerbitannya oleh legislatif tidak bernuansa
emergency dan occasional demand. Lain halnya dengan extra judicial vang diatur dalam
Seraturan Pemerintah ini sangat bernuansa mendesak sehingga harya dilembagakan
dalam Feraturan Pererintah, sehingga bentuk formalnya dalam Peraturan Pemerintah
dapat diterima sebagai suatu keharusan yang tidak dapat dielakkan (inevitable) ;

bahwa sehubungan dengan itu. semestinya pelembagaan extra judicial yang diatur
dalam Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1392, jika dibandingkan dengan bentuk-bentuk
extra judicial yang diatur dalam undang-undang yang dikemukakan di atas, memang
agak bersifat reduktif. Akan tetapi namun demikian jika bertitik tolak dari faktor
emergency dan occasional demand pada satu segi serta tujuan penerbitzn Peraturan
Pemerintzh No.17 tahun 1999 adalah untuk melindungi kepentingan umum untuk
mencegah ambruknya perekonomian nasional pada segi lain, dikaitkan pula derigan
pelembagaan Hak Uji Materiil bukan dipergunakan sebagai sabotage by judicial terhadap
kebijaksanaan perlindungan kepentingan umum yang dikeluarkan penguasa, maka
bentuk extra judical untuk mengeluarkan Surat Paksa yang bertitel eksekutorial maupun
kewenanrgan meletakkan sita eksekutorial serta eksekirtorial verkoop yang dilembagakan
dalam Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1999, dianggap masih dalam batas toleransi
hukum dan keadilan moral (moral jystice). Bukankah juga pada masa akhir-akhir ini
berkembang suatu pandangan yang mendesak perbaikan akses terhadap keadilan (to
improve access to justice) dengan cara membuat sister hukum yang tidak formalistis
{mzking legal system iess formal), tidak terlampau legalistik (less legalistic} pada satu
sisi, tetapi lebih terbuka kepada khalayak umum (more open to the general public)
pada sisi lain ;

Menimbang, selanjutnya perlu disinggung mengenai pembatalan perjanjian secara
sepihak oleh BPPN. Tidak disangkal bahwa pasal 19 Peraturan Pemesintah No.17 tahun
1999 agak menyimpang dari prinsip-prinsip hukum seperti prinsip kebebasan berkontrak
(free of contract) terutania pemutusan 2tau pembatalan perjanjian secara sepihak oleh
BPPN. Padahal sesuai dengan ketentuan pacal 1338 KUHPerdata, setiap pembatalan
perjanjian harus dilakukar secara bilateral (secara partai) atau melalui pioses gugat
nerdata. Dengan demikian sepintas lalu ketenuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No.17
tahun 1999 telsh melanggar doktrin lex suparior derogat legis inferiodi ;

bahwa memang idealnya, terutama dalam keadaan normal terhadap prinsip-
prinsip standar, tidak boleh dilzhirkan penyimpangan maupun kompiomi. Akan tetapi
terhadap aksioma dimaksud layak diajukan interogasi filosofis yang berbunyi kira-kira
hegini : apakah tidak layak bertikir scbaliknya, apabila masyarakat, bangsa dan negara
menghadapi suatu keadaan emergency tertentu, maka masyarakat, bangsa dan negara
dimaksud harus kuat dan dewasa mengembangkan meralitas kompromi antara
idealismc penegakan prinsip-prinsip dengan tindskan pragmatisme demi untuk
kepentingan prinsip yang iebih besar, dalam hal ini-prinsip kemaslahatan umum
menyehatkan d>n memulihkan segera krisis ekonemi vang mielanda bangza dan negara.
Kita setuju padz penegakkan prinsip, setiap pembataian perjanjian harus melaiui gugatan
perdata ke Pengadilan. Akan tetapi prinsip me'alui sistem gugat perdatz akan memakan
waktu lams (waste of time), karena lazimnya penyelesaian ditempuh melalui tpaya
banding dan kasasi sehingga pioses penyelesaiannya memakan waktu bertahun-tahiun.
Dalam keadaan sepeiti ini, putusan belurn mempunyai kekuatan ietap, kenidupan
ekoniomi sudah memburuk dan lumpuh ; )
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m menghadapi gejolak tuntutan perbaikan
penyehatan nerbankan dan perekonomian yarg mendesak ?"._...03!.03 dengan
mempergunakan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1999 sebaga: instrumen :..n.-r..
proses delegated legislation y2ng diterbitkan berdasar tuntutan keadaan ‘E!.I_
demand), kita perlu belajar dan sadar menyeimbangkan suatu rﬂ:%:ﬁ..a anmara
idealisme dengan sikap pragmatisme, asalkan.kompromistis itu tidak bercorak
kesewenang-wenangan tanpa dasar atau menghalalkan s2gala cara .Esanlih.
secara ekstrim. Jika benar-henai perjaniian yang akan dibatalkan BPPN seccra sepaiak,
sangat menggangu tindakan dan tugas BPPN yang digariskan dalam pasal 37A Undang-
Undang No.10 tahun 1998 jo pasal 3 Peraturan Pemerintah zo..ﬁ tahun 1999 II. .
perjanjian itu secara terang-terangan mengandung unsur iktikad Ebwunﬂam!._r.l.r
pembatalan secara sepihak ditinjau dari segi keadilan morai (moral justice) iida¥

bahwa dengan demikian, dala

mengandung kesewenangan, meskipun barangkali ditinjau dari segi keadilan -:.ll:
(legal justice) kurang dapat dibenarkan. Oleh karena itu, dalam vo:i.m_man_!.
permasalahan penyehatan perbankan dan om_.mxo:o.amm.._ yang mendesak ini periu
dijembatani jurang antara legal justice dan moral justice demi xm.dum_u...nn.n: umum;

bahwa memang Mahkamah Agung menyadari, pendapai dan peinyataan hukum
yang dipertimbangkan di atas mengandung kontroversi atac paradoks. Namun periu
diingat semakin dalam dan larut kita membahas dan memperdebatkan paradoks antara
idealisme dan pragmatisme menghadapi kasus Hak Uji Materiil terhadap Peraturan
Pemerintah No.17 tahun 1999 ini, semakin dalam kita terjebak kepada .6__@3»".&... aan
ketidak berdayaan bangsa dan negara ini mengatasi krisis moneter dan ekonomi yang
dihadapi, sehingga tujuan dan maksud vm_m_m...::_: segera mengatasinya akan berubah
menjadi impian hampa;
" bahwa oleh karena itu, tanpa mengingkari kontradiksi yang dikemukakan paoa
pertimbangan diatas, barangkali ada baiknya disadari ungkapan-ungkapan barikut, agar
dapat menempatkan kedudukan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1999 ai.u:.. propoisi
yang tepat. Paradoks ataupun kontroversi dalam kehidupan yang um..:mr: kcmpleks
adalah laksana cuaca yang harus dijalani, bukan untuk dihindari atau n_vm%:%
sempurna dan memuaskan {perfect and satisfaction), karena bagaiinznapun niscaya
kita tidak pernah mampu memberi pemecahan yang memuaskan seita ..J...Sgu.n kal
yang 33“.,_._3» apalagi pemecahan akhir yang sempurna dan memuaskan semua pihak;

bahwa sehubungan dengan hal itu, mendekati paradoks atau _.n.:-aos.wnn atau
inkonsistensi yang dijumpai dalam kasus ini, Mahkamah Agung periu Em.ﬂvnzzmu&u
EPPN agar aspek-aspek yang buruk dalam Peraturan Pemerintah ini harus n._n...g_
dan dihindari. Sebaliknya aspek-aspek yarg kaik mutlak dipergunakan mucmuw. von...:.f
dan pegangan mentju ke depan. Sehubungan dengan itu, Um_...w m;m.._...cw.:xmu iagi
proporsi berikut : paraduks membuat hidup dan perjuangan menjadi berarti. ika woam.m
sesuatu masalah tanpa paradoks akan menjemukan dan gerakan serta perubahan ae

arah perbaikan zkan tarhenti. Demikian!zh adanya Peraturan Pemeriniah No.17 iakun

1939, mengandung paracoks namun paradoks dan kemunrgkinan inkonsistensi tersedut e
i : besar. Dengan demikian

Gapat ditolerir demi untuk tuivan kemaslahatan yang lebits "
paradoks tersebut, tidak menjadi paradoks lagi (the paradoxs, then is no pasadoxs

any more) ; X )
Menimbang, meskipun Mahkamah Agung berpendapat, ditiniau dari beibagzai
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pendekatan yang dikemukakan ; extra judicial yang diberikan kepada BPPN oleh
Paraturan Pemerintah No.17 tahun 1923 masit: dapat ditolerir, namun melalui putusan
ini Mahkamah Agung menganjurkan atau menyampaikan naseghat (advice) agar
secepatnya Peraturan Pamerintah Nc.17 tahun 1999 ditingkatkan menjadi undang-
undang agar tidak menimbuikan hujatan dan sekaligus memperkokoh kedudukan

- legitimasi extra judicial dari BPPN sendiri. Jika Peraturan Pemerintah ini ditingkatkan

menjadi undang-undang, barulah benar-benar kekuasaan axtra judicial yang dimiliki
BPPN sebagai lex specialis atau specic! law terhadap berbcgai Undang-undang yang
terkait dengan fungsi dan kewenangan extra judicial BPPN. Saran yang demikian
merupakan sistem adviscr atau advicory system yang perlu dikembangkan pada
kewenangan Hak Uji Materiil yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Tidak hanya terbatas
mengabulkan permohonan Hak Uji Materiil yang dibarengi perintah invalidated (tidak
berlaku suatu peraturan perundang-undangan) atau menolak permohonan Hak Uji
Materiil tetapi juga dapat mengajukan saran nencabutan atau perubahan bentuk suatu
peraturan perundang-undangan yang dikenal dengan sistem advisor dalam kerangka
melaksanakan kewenangan Hak Uji Materiil ;

bahwa, sehubungan dengan itu meskipun putusar ini memuat diktum : menolak
permohonan keberatan Hak Uji Materiil Pemohon, namun demikian Mahkamah Agung
menganjurkan kepada pihak Pemerintah untuk memperhatikan dan tanggap atas saran
yang dikemukakain dalam pertimbangan diatas ; :

Menimbang, bahwa oleh karena permohcnan keberatan Hak Uji Materiil ditolak
maka kepada Pemohon (in casu : Dewan Pimpinan Pusat Assosiasi Advokat Indonesia}
dinyatakan harus membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya, Pasal
11 ayat (4) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Rl No. Ill/MPR/197€, Pasal 26
Undang-Undang No. 14 tahun 1970 ientang Katentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman, pasal 31 Undang-Undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,
PERMA No.1 tahun 1999 tentang Hak Uji Materiil, dan peraturan-peraturan lain vang
terkait ;

MENGADILI

Menoiak permohonan keberatan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh : DEWARN
PIMPINAN PUSAT ASSOSIASI ACVOKAT INDONESIA (DPP AAl) terhadap Peraturan
Pemerintah No.17 tahun 1999 tersebut ;

Menghukum Pemgchon keberatan untuk membayar biaya perkarz ini sebesar Rp.
250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada
hari Rabu tanggal 1 Desember 1999 oleh M. YAHYA HARAHAF, SH Ketuz Muda
Mahkamah Agung Rl sebagai Ketua Majelis, ACHMAD SYAMSUDDIN, SH dan
ARBIJOTO, SH sebagai Hakim-Hakim Anggoeta dan diucapkan dalam sicang terbuka
untuk umum pada hari [TU JUGA o'eh Ketua tersebut dengan dihadiri c'eh ACHMAD
SYAMSUDDIN, SH dan ARBIJOTO, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota scrta ZAINAL
AGLUS, SH. Panitera Muda dengan tidak dihadiri Pemchon atau Kuasanya.
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK iNDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 1999
TENTANG

BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL

Menimbang

Mengingat

Menctapkan

1110

a.

I

PRFSIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa melemahnya industri perbankan nasional akibat
gejolak moneer dapat mengakibatkan dampak yang
membahayakan perekonomian nasionzl;

bahwa guna mencegah kerusakan sektorekononii yang
lebih buruk, dipandang perlu untuk menjalankan fungsi
penvznatan perbankan dan melaksanakan pengelolaan
aset bank yang bermasalah, maka pemerintah
memandang perlu untuk mengatur lebik lanjut
wewenang badan kahusus scsuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku:

bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu
menetapkan ketentuan lentang Badan Penvchatan
Perbankan Nasional (BPPN) dengan Peraturan
Pemeriniah;

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-undang Nomer 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31
Tambahan Lembaran Negara Nomer 3472)
sebagaimana tclah divhah dergan Unidang -undany
Nomar 10 Tzhun 1998 (L embaran Negara Tahun 1998
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3790):

MEMUTUSKAN :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BADAN
PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL.

BAB i
KETENTUAN UMUM

Pasal i

Dalar Peraturan Pemerintah int yang dimaksud <dengan

t2

Akta adalah akta juai beli atan akta pengalibaihak beruna akigotentik ati

akta di bawah tangan, dimana dalam hal penjualan hak atas tanah uleh

BPPN. akta jual beli haruslah berupa akta otenuk yang dapat dibuat

sadapan Pejabat Pembuat Akia Tanah Khusus sesuai Peraturan Pemeriniah

Nomor 38 Tahun 1998,

Asei Dalam Restrukturisasi adalah :

4 seeaia benda berwujud dan benda tidak "berwujud milik atau yaing

menjadi hak Bank Dalam Penychatan dan atau perusahuan terafiitas

Bank Dalam Penychatan;

sceala benda berwujud dan benda tidak berwujud muhk atau yang

menjadi hak atau yang akan dialihkan kepada BFPPN;

c. segala benda berwujud dan benda tidak herwujud milik atau yang
menjadi hak Debitur; dan atau

d.  segala benda berwujud dan benda tidak berwujud yang dimiliki oleh
“atau menjadi hak pemegang saham, direktur atau komisaris. scjaub
diperlukan untuk menutup kerugian vang disebabkan olch kesalahan
atau kelalaian pemcgang saham. direktur aiau komisars daii suiu
Bank Dalam Penvehatan.

Balm Lelang adalah suate badan usaha yang diberi yjin uniuk

menyclenggarakan Pelelangan scsuai dengan keteniuan yang berluku,

.

Bank adalah Bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-undany

Perbankan. yang berbadan hukum Indonesia kecuali :

a.  Bank Umum yangdidirikan hersamaoleh saiu atau lebih nadan hukuin
Indonesia dan atau warga negara Indonesia dengan satu atzu Iebih
hadan hukum asing dan atzu warga ncgara asing secara kemitraan
aamun tidak termasuk Bank Umum yang merupakarn koaversi dari
lembaga keuangan bukarn bank; dan

b. Bank Perkreditan Rakyat.

Bank Dalam Penychatan adalah Bank yang ditetapkan dan discrankan elch

Bank Indonasia kepada BPPN guna dilakukan program peavehatan

Debitur adalah sctiap perorangan atau badan yang secara langsung ainu

tidak langsung mempunyai kewajiban pembayaran kepada -

il
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i Bank Dalam Penychatan;

b.  BPPN: dan atau

¢. Perusahaan Terafiliasi Bank Dalam Penychatan atau BPPN: termasuk
Bank yang mempunyai kewajiban kepada Bank Indoensia dalam
kaitun dengan Fasilitas Bank Indonesiu.

Fasilitas Bank Indonesia adalah fasilitas surat berharga nasar vang, seral

bernarga pasal uang khusus, (asilitas dana wlangan, fasilitas saldo dsbet,

atau fasilitas pinjaman lain yang diberikan Bank Indonesia kepada Bank.

Kantor Lelang adalah Kantor Lelang Negara aiau Balai Lelane.

Kantor Lelang Negara adalah kantor lelang sebagaimana dimaksud dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaki.

Kartor Pendaftaran mencakup :

a.  Badan Pertanahan Nasional untuk segala hak atas tanah yang teiah
bersertifikat dan hak tanggungar atas tanah;

b.  Biro Administrasi Efek tempai dicatatkannya suatu Efek sehagaimana
dimaksud dalam ketentuan pasar modal;

c.  Camat atau Kepala Desa/Kepala Kelurahan untuk tanah-tanah yang
belum bersertifikat; :

« Dircktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk kapal di atas 20 dwt atau
Syah Bandar untuk kapal dengan ukuran di_bawah 20 dwt;

¢, Dirékwrat Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia untuk kendaraan
bermotor;

{. Dirckiorat Sertifikasi dan Kelaikan Udara Dirckworat Jenderal
Pevhubungan Udara untuk kapal terbang: dan

. Kantor. badan atauinstansi lain yang berfungsi melakukan pencatatan
kepemilikan suatu barang atau kekayaan tertentu, termasub Direksi
yang mclakukan pencatatan kepemilikan saham dalam buku dafiar
pemegang saham pada perseroan tertutup. Dircktorai Jenderal Hak
Atas Kekayaan Intelekiual uawk pencatatan hak atas kekayaan
tntelekiual, atau tempat didaftarkannya dan atou dipe: dacanckannya
Efck, atav instansi lain yang beifurgsi melikukan pencatatan atas
kepesmiikan atau penjaminan sesuai dengan peraiuran perundang-
urndangan yang berlaku.

Kewajiban Dalam Restrukturisasi adalah kewajiban vang tercatat dalam

pembukuan {on balance sieer) dan yang tidak tercatat dalam pembukuan

(off balance sheet) dari atau sehubungan dengan :

a.  Bank Daiam Penyehatan dan atau Perusuhaan Terafiliasi Bank Dalam
Penychatan:

18

b. Kekayaan mifik Debitur; dan atau

c.  Sctiap benda berwujud dan benda tidak berwujud yang dimiliki oleh
pemegang saham, direktur dan komisaris Bank Dalam Penychatan
tersebut sejauh diperlukan untuk menutup keruygian yang disebabkin
oleh kesalahan atau ketslaian penegang saham, direktur atay homisar:s
Bank Dali:in Pernyehetan.

Menteri adaiah Menteii Keuangan Republik Indonesia.

Nasabah Debitur adalah Nocabah Debitur schagaimana dinaksud da

Undang-undang Perbankan.

Nasabah Penyimpan adaiah Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud

dalam Undang-undang Perbankan.

Pelelangan adalah : )

a.  penjualan umum yang dilakukan oleh Kantor —xn_mzm... atau

b. penawaran umum, pengalihan, atau penjualan Efck yang
diperdagangkan di Bursa Efel sesuai dengan ketentuan yang berlaku
di Bursa Efck tempat terdaftarnya Efck yang bersangkutan.

Penycrtaan Moda! Sementara adalah penyeriaan modal olech BPPN pada

Bank Dalam Penyechatan, Debitur dan atau badan hukum lain untuk

sementara waktu gunamemaksimalkan hasil penyclesaian dan p2ngelolaan

Asct Dalam Restrukturisasi yang pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan

Pemerintah int.

Perusahaan ‘Teraliliasi adaiah peruszhaan yang :

a.  Lehih dari 20% (dua puluh persen) sahamnya domiliki oleh saw
pemegang saham;

t.  Lebih dan 20% (dua pulub persen) suara dalam RUPS dikuasai oleh
satu pemeganyg saham: dan atau

¢.  Koniro! atas jalannya perusahiaan. pengangkuotan. dan pembearhienuan
Direksidan Komisaris sangat dipengaruii oleh satu pemegang saham.

Surat Penunjukan Peinheli adalah surat di bawali tzngan yang dibuat oleh

BPPN. yang menunjuk pembeli yang scbenarnya 2tas suatu barang.

Surat Pernyataan Pembelian Sementara actzlah surat di bawah tanean yang
dibuat oleh BPPN. yang menyatakan maksud BPPN untuk membeli suatu
barang untuk sementara waktu sampai dengan cituniuknya pembelt barang
yang sebenarnya.

Transaksi Tidak Wajar adaiah sebagaimana diatur dalam Undang-undang
Perbank:n.
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ndang-undang Nomor 7 Tahun 1992

21 Undang-undang Perbankan adalah U
ah diubah dengan Undang-Undang

Teniang Perbankan sebagaimana tel
Nomor 10 Tahun 1998.

BAB 11
KZLEMBAGAAN

H_ Bagian Kesatu
C Umuin
@D _ Pasal 2
) (1) Pendirian badan khusus scbagaimanz dimaksud dalam Undang-undang
) Perbankan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
(O {2) Pendirian badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (i) dilakukan
].. sctelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rekyat.
< (3) Badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinamakan Badan

am Peraturan Pemerintah ini

Penyehatan Perbankan Nasional yang dal
disebui BPPN.

(4) BPPN bertugas untuk jengka wakiu 5 (lima} tahun sejak tanggal
.:sﬁlsr:wu:_..wm‘wn.EEh,u:‘vn,-.anl::_::__. dan dapat diperpanjang untuk
jangka wakiu (erteniu sepanjang masih diperlukan untik menjalankan

tugasnya.

NIVE

Iy

te

Bagian Kedua
Tugas BPPN

\C |
JJI1

)(

Pasal 3
(i) Dalam melakukar program penychatan BPPN mempunyai twgas

a. Tenychatan bank yang ditciapkan dan diserabkan vleh Bank Indene-

|
I

[

=

I

<l

QA

i Peavelesaian asel bank baik asct [isin. maupun kewsjiban Debitur

melalui Unit Pengeloiaan Asct fiaer Managemenl thity: dan

I

N

~)

svara vang teloh tersalur kepad:

¢ Pengupayaan pengembalian vang n alur
Daiam Kesurukiuinsast.

bank-bank melzlur peryelesaian Asel
(2) Ketentwan pelaksanaan lebih lanjut darl tiap-tiap tugas schugannana
dimaksud dalam avat (1) diteiapkan oieh BPPN.
\an tugas BPPN scbagaimana dimaksud
ransi. dibentuk lembaga

(3) Untuk memperlancar pelaksan:
datam ayai (1) serta untuk meningkatkan transpa

penaschat dan pengawas

s+ Komite Penilaian Independen (Independen: Review Commitize)
sebagai lembaga penasehat; dan
b. Komite Kebijakan Sektor Keuangan (Finarcial Sector Action Com-
mirree! scbagai lembaga pengawas.
i4) Pemlxntukan serta keanggotaan Komite schagaimana dimaksud dalam
ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Presiden.

Pasal 4
(1) BPPN dapal menunjuk. menguasakan atau menugashan kepada piliak
keiiga'untuk melaksanakan tugas-tugas terientu dari BPPN.
(2) Tugas-tegos tertenty sebagaimana dimaksud dalam ayat (! )ditetapkan cleh

Menter:.

Bagian Ketiga
Susunan dan Kedudukan BPPN
Pasal 5
(1) BPPNdipimpinolchscorang Ketua, yang dibantu oleh sebanyak-banyaknya
4 (2mpat) orang Wakil Ketua.
(2) Ketuadiangkatdan diberhentikanoleh Presiden berdasarkan usulan Menter
(3) Wakil Kctua diangkat dan diberhentikan oleh Menten seteiah mendapat
pertimbangan Ketua.
i4) Ketua bertindak mewakili BPPN di muka maupun di luar pengadilan
(5) Dalam hal Kctua tidak hadir atau berhalangan, seorang Wakil ketua
bertindak untuk dun atas nama serta mewakili BPPN.
(6) Ketentwan lebin lanjut tentang organisasi. Lata keria, pengangkatan dan
pembuerhentian serta hak dan kewajiban pezawai BPFPN sertaperubanannya

ditetapkan olch Ketua.
Pasal 6

BPPN berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Menlcri.

Bagian Kecmpat
Anggaran BPPN
Pasal 7
(1) Aaggaran BPPN bersumberdari penyelesaian dan pengelolaan Aset Dalam

Restrukturisasi.
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(2) Penggunaan Anggaran BPPN scbagaimana dimaksud dalam ayal { 1)
didasarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPPN
sctclah mendapatkan persetujuan Menteri, yang sebeiumnyatelah mendapat
pertimbangan dari Komite Kebijakan Scktor Keuangan { Financial Sector

Action Commitree).

"

Menteri dan Koi

angearan BPPN.

4) Pencrimaan BPPN yang bersum Un:_uzﬁn:v&_nu&p: dan pengelolaan asc
sebugaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat digunakan terlebih dahulu

untuk menjalankan program penyehatan yang dilakukan olch BPPN

"{5) Apabila terjadi kekurangan atas Angearan BPPN dalani tahun berjalan.
dapatdimintatambahan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 8

(1) BPPN berwenang untuk melakukan pengadazn barang dan jasa dengan cara
ai dengan jumlah Rp 50.000.000.000.00 (Thma

pemilihan lapgsung samp
puluh miliar rupizh). .

(23 Peneadaan barang dan jasa dengan nilardiztas Rp m:.oo:.oﬁxv.aéo..o: (hma

puluh miliar rupiah). harus dengan perseujuan Menteri.

ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

(1) BPPN berwenang untuk melakukan penjualan asct sampai dengan niiai Rp
1 000.000.000.000.00 (satu triliun rupiah) dan dilaporkan kepada Monteri.
(2} Penjualan asei dengan n 4i di atas Rp 1.000.000.000.000.0G (satu trilivn

rupiah), hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri.

(31 Tatacara penjualan aset dan pelaporan schagaimuna dimaksud dalam aymt

(1) dan (2) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kelima
Penyampaian Laporan BPPN

Pasal 10

(1) BPPN wajibmemberikar l2poran pelaksanaan tugas daii laporan keuangan

. BPPN mengakan Rencana Kerjadan Anggaran Tahunan (RKAT) kepada
ite Kebijakan Scktor Kcuangan { Fingncial Seceor Acnen
Commirree) selambat-lambainya 2 (dua) bulan sehelum dimulainya tunun

(3) Tatacara pengadaan barang dan jasa sebagimana dimaksud dalam ayai (2)

kepada Mcenieri dengan ternbusan kepada Komite Kebijakan Sektor
Keuangan (Financual Sector Action Committee) setiap 6 (enam) bulan.
Berdasarkan laporan keuangan akhir tahun anggaran, Menteri dengan
pertimbangan Komite Kebijakan Sektor Keuangan ( Financial Sector
Action Committee) menetapkan penggraaan atas hzlebihan penerima:
BPPiY.

Pelaksanaan lebih faniut atas ketentuan ayat (1) dan avat i2)ditetapkano
Menteri.

Bagian Keenani :
Berakhirnya BPPN  ~

Pasal 11
Apabila sctelah lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat {4) dan menurut penilaian Pemerintah BPPN iclahmenyelesaikian
tugasnya, Pemerintah menyatakan berakhirnya BPPN.
Dengan herakhirnya BPPN, segalakekayaannya menjadi kekayaan negaia.
Pengakhiran BPPN sertz akibat hukumnya ditetzpkan dalam Xeputusan
Piesiden.

BAB III
KEWENANGAN BPPN

Bagian Kesatu
Kewenangan Umum

Pasal 12

CEE: melaksanakan tugasnya, BPPN mempunyai wew-snang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37A Undang-undang Perbankan.

Pasal 13

Dalam melaksanzkan tugasnya, BPPN dapat :

a.

Melakukan tindakan hukum atas Aset Dalam Restrukiurisasi dan atau
Kewaiiban Dalam Restrukturisasi;

Membentuk divisi atat enit datam BPPIN dengan wewenang yang ada padz
BPPN atau pembertukan dan atau Penyertaan Modal Scmentara dalam
suatu badan Hukum untuk menguasai, mengelola, dan atau meiakukan
tindakan kepemitikan atas Aset Dalam Restrukwrisasi, Kewajiban Dalam
Restrukturisasi dan aiau kekayaan milik atau yang menjadi hiak Bank
Dalam Penyehatan dan aiau BPPN; dan
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¢.  Secaralangsung atau tidak langsung melakukan tindakan hukum atas stau
schubungan dengan Debitur. Rark Dalam Penyehatan. Aset Dalam
Restruklusisasi. Kewajiban Dalam Restruktarisasi, dan atau kekayann
yang akan diserahkan atau dialihkan kepada BPPN, meskipun telah diatur
secars iain dalam suatu kontrak perjanjian, atat peraihran nerundang-

undangan terkuil.

Bagian Kedua
K-wenangan BPPN Terhadap Perusahuan ‘Lerariliasi

Pasal 14

Kewenangan BBPN terhadap Bank Dalam Penyehatan berdasarkan Peraturan

Pemerintah init berlaku pula terhadap )

4 Perusahaan Terafiliasi dari Bank Dalzm Penychatanterscbutapabia tercapat
indikasi yang kuat bahwa Perusahaan Teraliliasi tersebut turul serta
melakukan pelanggarar ketenizan perbankan atau turut mengambil
keuntungar dari hasil pelanggaran t2rscbut; dan

h.  Asct Dalam Restrukturisasi

Bagian Ketiga
Penvertaan Modal Sementara

Pasal 15

i1} Dalam sasgsa neayelatan perbankan dan atau pengelolaan kekayaan yang
perbentuk purtofelio kredit, BPPN dapat melakukan Penyertaan Madal
Sementara.

13) Penyortan Madel Sementara schagaumana dimaksud dalam avat (1) dapat
dilakuban pada Bant. Daiam Penychatan. Debitur. dan ataa bidan hukum
lainnya.

{2) Penyertaan Modal Sementara Lebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) dan
(2), dapat dilakukan secara langsung atau aiclalui peagonversian tagihan
RPPM menjadi peiycriaan medal d

Pasal 16

RPPM setiap waktu dapatmelakukan pengalihaninodal (divestasi)atas Penycrtaan
Menda! Sementara sehagaimiana dimaksud dalam Pasal 15 dengan cara menjual
saham kepada pinak lain

1118

th

Ketentuan, persyaratan,

Pasal 17
Penycrtaan modal dan pengalihan modal {divestasi)oleh BPPN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 16 dilaporkan kepada instansi vany
terkait.
Khusus terhadap perseroan terbuka. selan pelaporan sebagaimana dimaksud
datam ayat ¢ 1. jugadivmumkan dalam | (satu)surat kabar yang berperedaran
RS

Pasal I8

lal? cara penyeitaan mnodal das pengaliban aodal

sehagaimana dimaksud dalam pPasal 15 dan Pasal 16 ditetapkan olch Menien,

(1)

(2)

n

Bugian Keempat
Peninjauan Ulang, Pengubahan, Pembatalan
. _ dan atau Pengakhiran Kontrak

Pasal 19
BPPN berwenang untuk meninjau ulang, membaialkan, mengakhin Jun
qau mengubal setiap kontrak yang mengikat Bank Dalam Penychatan
ane menurul pectimbangan BPPN merugikan.

dengan pihak ketga, v
Peninjauan ulang, pembatalan, pengakhiran, dan atau penzubahan setiap
kontrak olch BPPN scbagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditctaphan
dengan Keputusan Ketua BPPN.

Keputusan schagaimana dimaksud dalam ayat (2). diberitahukan dengan
cural fereatat atau dengan cara lain yang dikithmkan kepada para pihak ke
au alamat lain yang diketahui BPPN.

atamat sesum koantrak

Pasal 20

Dalam hal peninjauan ulang. pembatalan, pengakhirandanatau pengubahan
kontrak olch Bi'PN schagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menimbuikan
kerugian bagi suatu pilak, pihak tersebut hanva dapat menuntul ganti rugi
yang tidak melebihi nilai manfaal yang tefan diperoleh dar Lontiak
dimaksud seiclal terlebih dabulu membuktikan sccara nyata dan jzlas
kerugian yang dialaminya.

Tuntutan ganti rugi sebagaimana Jimaksud dalam ayat (1), hanya dapat
ditinjauoleh pihak yang dirugikan (ersebut dalam waktu selambat-fumbatnya
30(tiga putuh) hari terhitung scjak tanggal pengiriman surat pemberitahuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).
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Bagian Kelima
Pengosongan

. Pasal 21

. _wn. wenang vntuk meiakukan pengosongan atas tanah dan atau baneunan
ubik atau yang menjaci hak Bank Dalam Penyehatan d -

dikuasai oleh pihak lain. Shaiay’ ot

_ Pasal 22
(1) Fengosongan dilakukan berdasark I
eng gar arkan Surat P a gosong
dikeluarkan olech BPPN. Y /aam -
(2) w._.:.w_.vn::_mr wnsmomoumm__ sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
iterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat BPPN yang berwenang.. .
(3) Surat Perintah Pengosongan mencantumkan aptara lain : ‘
a.  Obyek pengosongan;
b.  Peniegang hak;
¢.  Perintah dan batas waktu pengoscngan; dan
d.  Pertimbangan hukum.

. . Pasal 23

ﬁ;. Surat Perintah Pengosongan disampaikan kepada pemegang hak, penghuni
dan atau v.nzmo_o_u dengan surat tercatat atau Emu_.:ummxw:.%n:_wm_:scu_.n; _“M_
ao:m.mz discrtal tanda terima yang layak, pada aiamat mnmcmm ?.q.m.z.m %
kredit, dokumen pemberian hak jaminan, pernyataan yang _nmumba.m o
sebelumnya, atau dokumcn lainnya. \ —

] -
(2) Mu.m_&_”d _S._ alamat pemegang hak, penghuni dan atav pengelola sebagaimana
w::m Mcc um__um:: ayat (1) oleh karera sebab apapun tidak Ern_mi:ru:
ural Periniah Pengosongan disampaikan k :
Cotorahan etems paikan kepada Kepala Desa atau Kepala
P Pasal 24
i) Pelaksanaan gosongan dilakuk J jitun)
i pengosongar dilakukan oleh pejabat yang dgitenjuk cleh
2) vn_mrmm._:mmw pengosongan dituangkan dalam Berita Acara Pergosonean
yang ditancatangani cieh pejabat sebacaimana di 3 <
S 14 H maksud dalam avat
dar. 2 (dua) orang saksi. RN
f : 21l a 1 1
{3) Selain w..Ew Acara Pengosongan diberitahukan kepada pemegang hak
4 H 3 =
penghuii, _unamn.o_w. aiau kepada Kepala Desa atau Kepala Keiurahan
dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

1120
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b

t2)

(1)

Pusal 25
Dalam rangka pelaksanaan pengosongan sebagaimana dimaksud dalam
DPasal 24 ayat (1), BPPN dapat meminta bantuan alat negara pencgak hukum
yang berwenang.
Periintaan bantuan scbagaimana dimaksud dalam ayar (1), diajukan
secara terialis oleh pejabat BPEN yang berwcaang.

LIt

Atas permintaan BPPN sebagamiana diraksud datam ayat (2). alatng

penceak hukum dan instansi lain yang terkait waith memberikan bantuns
vang dipertukan.
Bagian Keeiiam
Pengalihan dan Penjualan‘Aset Dalam Restrukturisasi
dan Kewsjiban Dalam Restrukturisasi

- Pasal 26
BPPN berwenang untuk mengalibkian dar atau menjual Aset Dalam
Restrukturisasi dan Kewajiban Dalam Restrukturisasi baik sccarc langsung
maupun melalui penawaran uvmum.
Dalaza miclaksanakan pengalihan dan atau penjualan Asct Dalam
Restrukiunsas:, BPPN berwenang untuk mengalibkan ztau maenjual Asct
Dalam Restrukturisasi tersebut dergan harga di bawah nilai huku.
Ketentuar dan lata cara pelaksanaan pengalihan dan penjualan sehagaiai
Jimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

: Pasal 27

Penerima dan atau pembeli atas pengalihan dan atau penjualan Aset Dalam
Restrukturisasi dan atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi schagaimana
dimaksud dalam Pasal 26, memperoleh seluruh hak dan kewajiban serta
sceala manfaat yang berkaitan dengannya, termasuk hak dan kewajiban
herdusarkan suatu surat kuasa, dalam kedudukan yang sama doagan pihak
yung inengalihkan dan atau menjual sehelum terjadinya pengalihan dan
atau penjualan fersebut.

Penersma dan atau pembeli sebagaimana dimaksud dalam ayat RS
memperoleh kepastian hukwm beralihnya hak atas Aset Dalam
Restrukiurisasi dan atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi tersebut.

Pasal 28

BPPN berwenang mengalihkan danataumenjual Aset Dalam Restruktursasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang sedang diazunkan atau

dijanuinkan.

b
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2) mnanmmam hak jaminan atas Asct Dalam Restrukturisasi yang dialihk
atau dijual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menerima _w ...i
sebesar nilai terendah di antara nilai : . e
a. jaminan;

b. aktwa! pinjaman yang secara langsung dijamin olch Aset Dalam
Restruktunsasi yang dialihkan dan atau dijual tersebur; Emc‘ ,

c. penjualan bersih setclah dipotong biayz dan atau pajak.

Pasal 29
(h m.Euz membuat Surat Keputusan dalam hal melakukan atau menyebabkan
dilakukannya pengalihan dar atau penjualan Aset Dalam xnm:.:r__._:nmi
dan atau Kewajiban Calam Restrukturisasi kepada pihak r.a:mu B
(2) Dalam hal pengalihan dan atau penjualan sebagaimana &::mﬁ.:a dalam
ayal (1) berupa saham bank, pihak-ketiza tnnnr::du ﬂnzcm_m:&.._ dan atau
perjualan tersebut wajib memenuhi ketenwan persyaratan Ma_jnmm:q ﬁE.E_s
bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. y oy

Pasal 30

Pasaal: [ . :
_.._=....g____..5 dan atau pcajualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yane
dilakukan sccara langsung olch BPPN, dituangkan dalam suatu Akta.

Pasal 31
Mﬂnmn”rm: dan atau penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 vane
ilakukan melalui penawaran umum oleh BPPN, di O~
Peletangan. laksanakun dengan cara
Pasal 32

(1) Hasii mo._._mu:__u: dan atau penjualan Aset Dalam Restrukiurisasi dan atau
Kewajiban Dalam Restrukturisasi schagaimana dimaksud 3_,&?. Pasal .mc
dan Pasal 31 dipergunakan sesuzi dengan ketentvan Pasal 7. :

(2) Pembagian hasil pengalihan dan atau penjualan sebagimana dimaksud
dalam u.w.m. (1), dilaksznakan berdasarkan ketentuan hak :_n_s_..e.o._n__
cn_ﬂn.:_x_:mz pembayaran lebih dulu yang berlahu atas piuiang nceara
sesual ketentuan perundang-undangan yang berlaku. TR

3 TR - ;

(3) W:__umvﬂa&“h.__u__ﬂ_,nnwnnwwnﬂwwﬂmnﬁw_“ﬂﬂphwwmm u__ﬁ__,..w__..,_.zmr yang ditunjuk oleh
sebagaimana dimaksud dalam Pasal m:a.,wo%m”_w _:H_s mu: m_..E. i

bag . 7 .mempui; ai kedudukan
prionitas terhadap hasil pengalihan dan atau penjualan tersebut, sejauh dan

1122

terbatas pada jumlah imbalan atas jase terscbut lelah dimuatdalam perjanjian
antara pihak-pihak yang ditunjuk terscbut dengan BPPN. atau dengan
pilizk pemilik Aset Dalam Restrukturisasi dan atau Kewajiban Dalam
Resirukturisasi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Pembelian Oleh BPPN

: Pasal 33
BPPN dapat mengambilalih dan atau membeli, baik seluruhnyamaupun sebagian,
secara langsung maupun melalui Pelelangan, atas Aset Daiam Restrukturisasi

dan atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi.

Pasal 34

(1) Pengambilalihan dan atau pembelian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
33 bersifat sementara, sampai BPPN dapat menunjuk pihak lain yang akan
menjadi pembeli sehenarnya.

(2) Dalam hal nn:@:ur:h_:ru: dan atau pembelian atas benda-benda tidak
hergerak. BPPN inembuat Surat Perryataan Pembelian Sementara dan
dicatatkan pada Buku Tanah dan Sertifikat Hak Auas Tanah.

(3) Penunjukan pihak lainyang akan menjadi pembeli sebenarnya schagaimana
dimaksud dalam ayat {1) dilakukan paling lama S (lima) 1ahun rerhitung
sejak tangga! Surat Pevnyataan Pembelian Sementara.

(4) Penunjukan sehagimana dimaksud dalam ayat (3). dilakukan dengan Surat
Penunjukan Pembeii,

(5) Ash Surat Penunjukan Pembeii sebagaimana dimaksud dalam ayau (4).

ankepada Kantor Pendaftaran vang berwenang untuk melengkapi

n haknya, sedangkan dalam hal pembehan

akukanmelaiui Peleiangan. saiman

disumpaik
syarat pendaftaran perali
hekay aanatau barang-barany tersc but
dari Surat Penunjukan Pembeli tersebut disampaikan juga kepada Kanta

Lelang yang bersangkutan.

i6) Pembelion sementard sehagannana dimaksud dalam ayat {2) dapat
ditnzkatkan menjadi perabelian telap alas nama BPPN daiam hal

Hak atac tangh berakhir jangke wakiunya scbelur BPPN dapal

menunjuk pihak lain sebagai pembeli yang sebenarnya; atau

b. Berakhirnva jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
BPPN belum dapat menunjuk pihak lain sebagai pembeli yang
sehenariya.

a.

iz

»d
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Pasal 35

(1) Aktadan wE.E Pernyataan Pembelian Sementara atas pembelian kekayaan
”S: wn.am tidak bergerak yang dilakukan secara langsung, disampaikan
cpada _Aw_.__.o_. Pendaftaran terkait selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari keri
techitung sejak tanzgai pembelian. . =
2 1i i

(2) mu::uz. Risalah Lelang dan Surat Pernvataar Pembelian Sementara atas
wOﬂ:vn:m: rn_.nmwmz:.uzc benda udak bergerak vang dilakukan _=n_u_:._

_n elangan, m_m.w_a.:m_rm: kepada Kantor Pendaftaran terkait selambat-
ambatnya 7 (tujuh) hari kerja tedhitung £=jak tanggz! pelaksanaarn lelang

- _Au“_m”_o_. Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam avat (1) dan ayat _..w_..
M”M %ormn_._ R.MJSS: dalam buku pendaftaran yang berlaku bahwa rn_\EwEH:

u benda udak bergerak ! 4
. gerak tersebut berada dalam penguasaan sementara
Pasal 36

(1) Bukti peraiinan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 -
a.| Dalam hal tidak diperoleh pembeli scbenarnya wa_n_mr ._3,..2 jangka
waktu adalah Akta atau salinan Risalah Lelang yang n:n.h_a_ms_
nm:mu: surat permohonan pembeiian tetap oleh BPPN mmgmm“w;m,
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6). » )

h. ﬂm__._n:: _E._ telah diperoleh pembeli yang sebenarnya adalah Akta atau
salinan Risalah Lelang dilengkapi dengan Surat Penunjukan Pembeli
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayai (5).

(2) .>_2u atau mm_mzm"._ Risalah Lelang atas pembelian kekayaan atau benda tidak
Wn_w.wﬂmw yang dilakukan sesuai dengan ayat (1) huruf a. disampaikan oleh
v:__._”w ”nu.wmm__ ._nE:oq Pendafiaran terkait selambat-lambatnya 30 (tiga

in) hari kerja terhitung sejak lev:atnya waki i mils
inoncpir el ya wakiu sehagaimana dimaksud

(3) Aktaatau Salinan Risalah Lelang atas pembe'iar; kekayaan atau benda tidak
Un.qmoqm._n yang dilakukan sesuai dengan ayat (i) huruf b. disamipaikan ol :
?u_d_..n__. kepada Kantor Pendaftaran terkait mn_mawn_._.._,a_wm.n..u 2] i ﬂ
hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Penunjukan vﬁnco:. "4

BAB 1V
. PROGRAM PENYEHATAN PERBANKAN

DBagian Kesatu
Penyerahan Bank Kepada BPT'N

1124

Pasai 37
(1) BPPN melakukan program penychatan terhadap Bank-bank yang teluh
ditetapkan dan discrahkan oleh Bank Indonesia kepada BPPN.
ditetapkan dan diserahkan schagaimana dimaksud

(2) Kriteria Barl vang
pkan oleh Bank Indonesia.

dalam avat (1). ditctz

Pasai 38
k Indonesia kepada BPPN wajib ditkun

(1) Penyerahan suatu Burk oleh Ban
vang menyangkul Rank.

dengan penycrahan informasi dar dokumen
Dircksi. Komisaris dan atau pemegang suham Bank.

okumen sebagaimana dimaksud dalam ay:it
gka waktu selarmbat-lambatnya 30 (tig
atu Bank oleh Bank

(2) Penyerahan informasi dan d
(1), wajib disampaikan dalam jan
puluh) hari terhitung scjak tanggal penyerahan su
Indonesia kepada BPPN. )

eaimana dimaksud dalam ayat (1), antaia lain meiiput:

(3) Informasi seba
gsunaan Fasilitas Bank Indonesia yang telah

2. Jumlah, jenis dan pen
diberikan kepada Bank tersebul;

h. Rincian jaminan scila staius pembebanan hak juminan yang iclib
diperoleh Bank Indonesia untuk menjamin pemenuhin kewajib..n
Bank tersebut atas Fasilitas Bank Indonesia yang tclah diteriman i

- Susunan Dircksi dan Kowisars s¢
an pemegang saham 3 (tiga) tuhus

lama 3 (tiga) takun terakhir.

d.  Struktur permodalan dan susun
terakhir;

ngenai data Nasabah Penyimpan Bank;

f Ipformasi mensenai data keuangan Nasabah Debitur, termasuk
simpanannya y=ng berada pada bank lain;

« Informasi mengenai hasii pemeriksaan dan penclitian yang il

dilukukan Bank Indoensia terhadap Bank tersebut,

¢. Informasi me

h.  Informasi lainnya yany diperlukan oich BFPN.
imana dimaksud dalam ayar (1) melipeti antara laia .

(41 Dokumen sehagais
mendasari pemberian Fasilitas Bank Indenesia

a.  Peijanpian yang
n dan sclurvh dokumen

dokumen pembebanan hak jamina
pendukungnya:

b. Dokumen penidukung informasi yang dimaksud dalam ayat (2) diata::
dan

¢. Dokumen lainnya yang diperlukan olch BFPN.

"2
h
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Pasal 39

Penyerahan suatu Bank oleh Bank Indonesia kepada BPPN, diumumkan oleh
Bank Indonesia dalam 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran juas.

Bagiar Kedua
Penanganan Bank Dalam Penyehatan

Pasal 40
Terluiung scjak 1 i
o Jak tanggai penyeishan suatu Bank olch Bank Indunesia kepada
BPPN dalam rangka penyehatan perbankan :
a. Segaia hak dan wewcnang Direksi, Komisaris. pemcgang saham. dan

Rapat Umum P g i i
avw.z.. 1o emegang Saham Bank Dalam Penyehatan beralih kepada

b. @_.awmr Komisaris, dan atau pemegang saham Bank Dalam Penychatan
diiarang melakukan tindakan hukum apapun vang berhiubunean Hﬁ_n_,..s.:m.
@m:r Dalam Penychatan dan kekayaan Bank Dalam _uazwn:m.ﬁumz rnn.m.;.
tindakan hukum tertentu yang disetujui oleh BPPN. u -

Pasal 41

(1) Tatacara yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja dan penentuan
hak-hak direktur dan komisaris schagai akibat dari pengambilalihan
pelaksznaan hak dan kewenangan BPPN schacaimana E_meéa m.,_m:.:.
Pasal 40, ditetapkan oleh Ketua BPPN § . .

NJ

(2) r._.m_.ﬁnhma yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja dan penentuzn
ak-hak karyawan Bank Dalam Penyehatan. didasarkan pada peraturan
perundang-undangan di bidang ketenagakeriaan yang herlaku.

Bagian Ketiga
Penelitian dap Pemecriksaaz

_ Pasal 42
(n _M%__..Z melakukan penclitian dan pemeriksaan untuk memperoleh segalu
elerangan i i i ; "
e mn_ vs:.m aﬁn_.__.;u_.. dari uu__ mengenai Bank Dalam Penvehaian.
v alam Restrukturisasi, Kewajiban Dalam Restrukturisas:, dan atau
m":m.r manapun yang terlibat at~s patut diduga terlibat, atau mengetahui
cgiatan yang merug:kan Bank Dalam Penyehatan dan atau setiap Aset
Dalam Restrukturisasi. .

(2) Direksi, Komisaris, pemegang saham dan atau pegawai Bank Dalam
Penyehatan, atas permintaan BPPN wajib membcrikan segala keterangan
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(5)

(1

dan penjelasan mengenai usahanya, termasuk memberikan kesempatan
melakukan pemeriksaan atas buku-buku dan berkas yang ada padanya, dan
wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh
“.clerangan, dokumendan penjelasan yang adapada Bank Dalam Penyehatan.

Permintaan keterangan dari BPPN sebagainiana dimaksud dalam ayat (2),
dilakukan secara tertulis dengan menyeburkan nama. jabatan pejabat BPPN
dan keterangan yang dibutuhkan

Untuk memperolch ketcrangan sehagaimana dimaksud dulam avat (2),
SPFN dapat meminia bantuar alat nczara penegak hukum yang berwenang
termasuk instansi pemerintah. -

Dalam hal BPPN memerlukan bantuan alat negara peregak hukum yang
berwenang atau pihak lain untuk mendapatkan keterangan atau informas:
sehagaimanadiinaksud dalam ayat(4), permintaan BPPN tersebut dilakukan
sccara tertulis dengan menyebautkan pihak yarg terlibat, atau patut diduga

terlibay, atau mengetahui kegiatan yang merugikan Rank Dalam Penychatan.

Bagian Keempat
Program Penyehatan Bank

Pasal 43
Dalam melakukan program penychaian Bank. BPPN berhak dan berwenang

untuk antara lain :

Menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami Bank Dalam
Penychatai dan membebankan kerugian tersebur kepada modal bank
yang bersangkutan;

b. Mewajibkan Bank Dalam Penychatan untuk mclakukan
penghapusbukuan atas kredit maccet;

Mewajibkan Bank Dalam Penyehatan untuk mengalihkan sebagian
ataw seluruh aset dan atau kewajiban Bank Dalam Penyehatan kepada
5PPN dengan nilai buku bersih, atau nilai lain dan atau kepada pihak

a.

hetiga dengan milai pasar.

d.  Mcwaiibkan Bank Dalam Penychatan uniuk mengajuksn rencana
perbaikan. yang meliputi antara lain perbaikan kualitas aktivaprodukuf,
posisi likuiditas. struktur permodatandan manajemen dengan mengikuti
persyarztan. keientuan dan pengalurnn BPPN tennasuk mengenai
jadwal, tindakan yang akan dilakukan. serta hal-hal lain yang periu
dilakukan:

e. Menetapkan jumlahtambakan modal yang dibuiuhkan untuk mencapai
tingkat kesehatar yang sama atau Iebih dari yang dipersyaratkan oleh

Bank indonesia;
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f.  Melakukan Penyertaan Modal Sementara pada Bank Dalam Peaychatan

dengan atau tanpa keikutsertaan pemegang saham lama;

Menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank Dalam

Penyehatan kepada pihak lain baik melalui penunjukan maupun

kontrak manajemen;

i. Mewajibkan Bank Dalam Penyehatan untuk menyiapkan laporar
evaluasi perkembangan Bank Dalam Penychatan; dan atau

L Mewajibkan Bank Dalam Fenyehatan untuk meiakukan merger atau
konsolidasi, peleburan dengan bank L. restrukturisasi Qmu:??..

.{q

dan atau pegawai.

12) Uu.m.:. rangka program penychatan Bank melalui Penyertaan® Modal
van:_:m_._ atau 1m=wnnmm= Mudal Sementara oleh BPPN, Bank dimaksud
&Eutrm:.&m: diserahkan oleh Bank Indonesia kepada BPPN untuk
dilakukan tindakan penyehatan, untuk kemudian diserahkan kembali kepada
Rank Indonesia.

Bagian Kelima
Perolehan Penggantian Atas Kerugian Yang Ditimbulkan
Akibat Transaksi Tidak Wajar

. Pasal 44

(1) Dalam hal kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf adiderita
cleh Bank Dalam Penyehatan ditimbulkan akibat oleh kesalahan, kelalaian
dan atau Transaksi Tidak Wzjar dari anggota Dircksi, Komisaris dan atau
pemegang sahamnya, BPPN berwenang membebankan kerugian serta
memperoleh ganti rugi dari pihak yang melakukan perbuatan dimaksud.

(2) Tarpamengurangi wewenang yang telahdimiliki, BPPN dapat mengajukan
gugatan atau upaya hukum lain melalui badan peradilan yang berwenang.
baik ¢i dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia :::._rr
mengupayakan diperolehnya ganti rugi.

(3) .Om:: rugi scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi ganti rugi dzalam
jumlah : )

a. keuntungan yang diterima oleh orang tersebut akibat dari transaksi itu;
dan atau

b. kerugian vang diderita Bank Dalam Penyehatan sebagai akibat dari
Transaksi Tidak Wajar tersebui.,

(4) BPPN berwenang untuk menguasai dan atau menjual berda atau kekayaan
yang merupakar. obyek dari pengalihan, untuk memperoleh ganti rugi
m..:wu_ kesalahan, keialaian dan atau Transaksi Tidak Wajar sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1). i
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caimana dimaksud dalam ayat (1), dapai

(5) Terhadap pihak-pihak sebag
dikenakan sanksi pidanasesuai Pasal S0ayat (2) Undang-undang Perbankan

dan peraturan nerundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenat
Peayerahan Bank Dalam Penyehatan
Kepada Bank Indonesia

Pasal 45

(1) BPPN menctapkan Bank Dalam Penyehatan ya
dan yang tclah selesai wnenjalari program penye
kembali Bank Dalam Penyehatan tersebut kepada Bank Indonesia.

p Bank Daiam Penyehatan yang tidak dapat disehatkan,

mbali Bank Dalam Penyehatan kepada Bank Indo-

masuk dalam kategori cukup sehat
an Bank yang ditetapkan oleh Bank
oleh BPPN.

ng tidak dapat dischatkan
hatan, serta menyerahkan

(2) Kecuali terhada
BPPN menyerankan ke
nesia seielah sekurang-kurangnya
berdasarkan kriteria tingkat kesehat
Indonesia dan kriteria lain yang ditetapkan

Pasal 46
PPN kepada Bank Indoncsia

(1) Penyerahan Bank Dalam Penyehatan oleh B
crtai dengan informasi

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1). dis
dan dokumen yang ada pada BPPN.

(2) Dengan penyerahan Bank Dalam Penychata
sebagaimanadimaksud dalam Pasal45ayat (1),
BPPN dalam melaksanakan fungsi penyshatan terhad
Penyehatan yang bersangkutan berakhir.

n kepada Bank Indonesia
segalatugasdan wowenang
ap Bank Dalam

BAB V
PENYELESAIAN ASET DALAM RESTRUKTURISASI DAN
KEWAJIBAN DALAM RESTRUKTURISAS!

Bagian Kesatu
Penguasaan Aset Dalam Restrukturisasi dan
Kewajiban Dalam Restrnkturisasi

Pasal 47
pgamanan kekayaan Bank Dalam Penyehatan, BPPN
Restrukturisasi dan atau Kewajiban Daiam
pihak manapun, baik di dalam maupun di

(1) Dalam rangka pe
menguasai Aset Dalam
Restrukturisasi yang berada pada
luar negeri.
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(2) Kekayaanmilik ataw yang menjadi hak Bank Dalam Penyehatan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), meliputi Aset Dalam Restrukturisasi dan atau
Kewajiban Dalam Restrukturisasi.

(3)  Aset Dalam Restrukturisasi dar aton Kewajiban Dalam Restrukturisasi
sehagatinana dimaksad dalam 2vat (1) dan avat (2), dilakukan oleh BPPN
dergan menerbitkan Surat Kepetusan.

(4) Keputusan schagaimana dimaksud dalam ayat (3). diumumkan dalam

sckurang-Lurangnya i (satw) surat kabar harian yang berperedaran luas,

Pasal 48

BPPN menentukan tata cara yang diperlukan untuk menguasai kekayaan.
termasuk Aset Dalam Restrukturisasi dan atau Kewajiban Dalam Restrukiurisasi
schagai pelaksanaan lebih lanjut otas ketenwan-ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah ini. ) : )
Pasal 49
(1) Pengumuman Surat Keputusan BPPN scbagaimana diinaksud dalam Pasal
47 ayat (4), dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung
sejak tonggai Surat Keputusan terscbut ditetapkan.
(2) Keputusan BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3)
~disampaikan kepada Kantor Pendaflaran terkait untuk dilakukan
pemblokiran.

(3) Kantor Pendaftaran memberikan tanda terima yang diberi tanggal pada saat
Keputusan BPPN sebagaimana dimaksud dalam ayat {2) diterima.

t4) ‘Tanggal tanda terima sebagaimana dimaksud dalam ayat (), merupakan
tanggal pencatatan penguasaan oleh BPEN dengan menyebutkan bahwa
Asct Dalam Restrukturisasi dan atau Kevajiban Dalam Restrukturisasi
yang bersangkutan beradadalam penguasaan BPPN dengan mencantumkan
nomor sena tangga! Kepuvtusan BPPN, dan tanda terima tersebut bersama
dengan saliran daii Swat Keputusan yang bersangkutan merupakan bukti
yang cukup untuk segala keperluan bagi pemegang hak vang disebutkan
dalam Surat Keputusan tersebut.

(5) Terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan sebagaimana dimaksud
dalam avat (3). Kantor Pendatiaran tidok dapat melakukan tindakan
administratif atau tiidakan iamnya yang dapat mengakibatkan pengalihan
hak beckenaan dengan kekayaan yang discbutkan dalam Surat Keputusan
tersebul, kecuali dilakukan pengalihan awau penjualan Aset Dalam
Restrukturisasi dan atau Kewzjiban Dalam Restrukturisasi berdasarkan
Surat Kepirtusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (i).

1130

BPPN nmelakukan pengelolaan dan pengelompokan aias Ase

=]

(1)
(2)

rukturisasi yuang telah dikuasoi sebagaimana dimaksud dala

Bagiar Kedua
Pengelolaan dan Pengelompokan

Ase! Dalam Restrukturisasi

Pasal 50

] n

ur rancka mempertchankan dan meningkatkan nilan kekayzan tersebut.

Pasal 51 )
Dalam rangka mengoptimalkan pengembafian keuangan negura. BPPN
bertugas melakukan penyeleszian atas Aset Dalam Restrukiurisas.
Datam pelaksenaan wgas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). BPPN
dapat micnunjuk pihak lamn untuk melakukan pengelolaan Aset Dalam
Restrukturisasi.
Penunjukan pikak lain schagaimana dimaksud daiam ayat (2). dilukukan
dengan mempertimpangkan :
a. Kemampuan;
b.  Keahlian;
¢. Pengalaman;
d.  Kredibilitas; dan s
¢.  Syarat lain yang ditctapkan oleh BPPN.

Pasal 52
BPPN dapat miclakukan inventarisasi Aset Dalam Resuukiurisasi.
Dalam meiakukan inventarisasi Aset Dalain Restrukturisasi sebagziniana
Jimaksud dalam ayat (1 ). dengan mempertimbangkan hal-hal schagaimana
dimaksud dalam Pasai 51 ayat (3), BPPN dapat menunjuk pihak lain.
welentuan mengenai invenlarisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (i)
diatur lebih lanjut oleh BPPN.

Pasal 53
Penanganan kredit Bank Dalam Penyehatan atau Asct Dalam Restrukiurisasi
dapat dilakukan melalui tindakan-tindakan antara iain :
a. Pemantauan kredit:
k. Peninjauan wlang. pengubahan, pembatalan. pengakhiran dan atau

penyemparnaan dokumen kredit dar jaminan,

c.  Restrukturisasi kredit;
d. Penagihan piutang;
¢. Penyertaan :nodal pada Debitur;
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(2)

f.  Memberikan jaminan atau penanggungan,

g Pemberian atau penambahan fasilitas pembiayaan, dan atau

h. Penghanusbukuan piutang.

Tata cara, syarat, dan ketentuan untuk melakukan tindakan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh BPPN dengan persclujuan

Menteri.

Bagian Ketiga
P-nagihan Piutang

Pasal 54
Dalam rangka melakukan penagihan piutang Bank Dalam Penychatan
yang sudah pasti, BPPN dapat melakukan penagihan kepada Debitur
dengan menerbitkan Surat Paksa.
Surat Paksa diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenany
mewakili BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal Sayat (4) danayat (3).

Faszl 55

Dalam hat suatu piutang Bank Dalam Penychaian adalah merupakan
bagian dari piutang yang timbul dari suatu pembiayaan secara bersama
dengan bank-bank lain, BPPN dapal mewakili bank-bank tersebut untuk
melakukan penagihan piutang Bank Dalam Penyehataan hersama-sama
dengan piutang bank-bank tersebut terhadap Debitur, tanpa
mengesampingkan kewenangan BPPN untuk melakukan upaya penagihan
piutang yang merupakan bagian Bank Dalam Penychatan sendiri.
Penagihan piutang sebagaimana dimaksu dalam ayat(1)dilakukan dengan
mengeluarkan Surat Paksa dan melakukan tindakan hukum lain scsuai
dengan kewenangan BPPN.

Pasal 56
Surat Paksa sekurang-kuraignya mencantumkan :

a. Tanggal dan nomor Surat Paksa;

b.
C.
d.
e.

f.

Nama, dan idertitas Debitur;

Domisili Debitur;

Jumlah uiang Debitor yang sudah pasti;
Batas waktu pelunaszn;

Pertimbangan Hukum; dan

Perintah inembayar.

i i

il

(4]

(h

.m.&.w"m..m_.....,.m.n_..na....h_......m....e.q.&.....mmvmmNmbﬁ. m:...wamwu......me;Z
KETUHAN YANG MAHA ESA”, mempunyai kekuatan eksckutorial dan
mempunyai kedudu'an hukum yang sama dengan suatu putusan pengadilan

yang telah mempunyai hekuatan hukum yang tciap.

Pasal 57

Pencrbitan Surat Paksa dilakukan aphbila ;

4 Debitur melalzikan kewajiban membayar atan: kewajiban Jatany s
berdasarkan dokumen kredit. doknmen pemberian hak animan
pernyataan yang ielah dibuai sebelumnyva, dan atae dokumen lannya.

~dan

h.  Kepada Debitr dan atau penanggung utung telah disampaikan surd
nemberitahuan atau peringatan melalui surat tercatat untuk membaya,
atuw dokumen lain yong dipersamakan dengaa itu cleh Bapk D
Penychatan dan atau BPPN. .

Surai Paksa disampaikan kepada Debiwr dan atau penanggung utzng

secara langsung dengan tanda lerima yang layak pada alamat scsua

perjanjian kredit, dokumen pemberian hak jaminan. pernyataan yang telah
dibua: scheiumnya, dan atau dokumen lainnya.

Dalam hal alamat Debitur dan atau penanggung utang yang dimaksud
dalam avat (2) olzh karena scbab apapun tidak diketemuban. Surar Paksa
tersebut disampaikan melalui kantor Kepala Desa atau Kelurahan tomis
kedudulan hukum atau alamat terakhir sesuai perjanjian kredit, dohumes
pemberian iilak jaminan. pernyataan yang relahdibuat sebelumnya. dunatau
dokumen lamnya .

Dalam hal Debitar #an atau penanggung utang telah diny atakan atas daiiam
nroses pailit. salinan Surat Paksa disampaikan kepada Hakim Pengawas
dan Kurater, dan dalam hal Debitur dan atau dinvatakan bubar atau dalam
likuidasi, salinan Surai Paksa disampaikan kepada orang atau hadan yarg
diberi wewenang untuk melakukan pemberesan.

Bagian Keempat
Penyitaan

Pasal 58
Dalam waktu 1 {satu} haii setelsh diterimanya Surat Paksa sebugarmana
dimaksud dalam Pasal 4, BPPN berwcnang melakukan sita eksekus ata
kekayaan milik Debitur.

—
—
e
ad
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(i)
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Penyitaan Gilakukan berdasarkai Sure! Perintah Penyilaan yang dixciuarkan
BPPN yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
mewakili BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal S ayat (4) dan ayat(5).
Surat Perintah Penyitaan memuat antara lain :

a.  Pertimbangan dan dasar hukum;

b, Nama. idenutas dan identitas Debitur

¢.  Nomor dan tanggal Surat Paksa;

. -Nama dan jabatar pejabat BPPN yang ciperintahkan; dai

e.  Keterangan tentang vbyek penyitaan.

Penyitaan dilakukan oleh juru sita dengan dibantu 2 {dua) orang saksi dan
ditangkan dalam Berita Acara Penyitaan yang ditandatangani oleh juru
sita dan 2 (dua) orang saksi tersebut.

Gerita Acara Penyitaan tersebut-didaftarkan pada Kantor Pendafiaran
untuk dicatat oleh pejabat Kantor Pendafiarar yang berwenanz pada huku
pendaftaran yang terkait teniany adanya penyitaan tersebut.

Salinan Berita Acara Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
diberitahukan kepada Debitur dan Pengadilan Negeni di wilayah kekayaan
inilik Debitur yang disita itu terletak.

Pasal 59 o TR e
Penyitaan dapatdilakukan terhadap seiuruh kekavaan milik Debitur termasuk
kckayaan mulik Debitur yang berada dalam penguasaan pihak ketiga.
Kekayaan milik Debitur yang tidak dapat disita adalah barang-barang
bergerak yang diperlukan untuk kelangsungan hidup dari Debitur
perorangan, yaitu :
a. Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan
oleh Debitur dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
0. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan | (satu) bulan
beserta peralatan memasak yang berada di rumah;
c. Buku-buku yang secara langsung dibutuhkan untuk menjaiankan
pekerjaannya, dan atau
d. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oieir Debiturdan keluarga
yang menjadi tanggungannya. :

Pasal 60
Alas permohonan BPPN, Pengadilan Negeri dalam waktu secepatnyadapat

I~

(4)

(6)

(1)

(2)

mengeigarken penetapan yvang benst pengangkaian alaw pencabutan sita
jaminan vang telah diletakkan, dengan terlcbin dahulu mendengar pendapat
para pihak yang berperkara.

an Debitur tefal diletakkan stiu ehsekust tedebib
firr Urusany Piutany dan Lelang
usi wersebut telah wrdahar d:

Daiam hal atas keka
dahulu oleh Pzagadilan Negen, @i Bl
Ne atau Kantor Pajan dan =ua eisek
Karior Pendafiaran sebagaimana mestinyi. BPPN sebagai pemegang
niutang negara menyampaikan permchonan kepada Ketua Pengadilzn
. arau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, atau Kantor Pajak
atik Gurut serta mengambil bagian yang didahulukan atas hasil lelang
cksekust kekavaan Debitur tersebut.

Dalam hal Debitur yang kekayaannva telah dilaksanakan sita ekschusi oleh
BPPN din atakan pailit, BPPN tetap dapat melakukan tindakan hukum atas
hak kebendaannyva tersebut.

Dalam hal kekayaan Debitur masuk dalam penguasaan Debiter yang telah
dinyatakan pailit atau Jalam penguasaan Kurator, BPPN menyampaikan
salinan Surat Paksa dan tuntutan sccara tertulis kepada Kantor dan Hakim
Fengawas pada Pengadilan Niaga, untuk ditetapkan selaku kreditur yang
didahulukan atas bagiar harta pailii.

Penjualan kekayaan milik Debitur yang telah disita, dilakukan melatut
Pelelangan.

Pembawian™ hasil pemjualan sehagaimana dimaksad dalam ayal t3).
dilaksanakan berdasarkan ketentuan hak memperolch pementhan
pembayaran lebih dulu yang berlaku atas piutang ne2ara, sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Y

-~
-

Pasal A1

Upayahukum yangdilakukan oich pihuk manapun varg belum memperoleh
putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tidak mencegah atau
menunda pelaksanaan tindakan hukum yang dilakukan oleh BI’PN.
Dalam hal atas upaya hukum sebagaimana dimaksud Jdalam ayar (1)
dikeluarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
vang tetap (in kracht) memenangkan pihak manapun terschat, BPPN wajib
mematuhi putusan Pengadilan tersebut.

Pasal 6Z
Barang yang disita dapat ditiiipkan kepadu Debitur hecuali apabila barang
dimaksud berdasarkan pertimbangar BPPIN periu disimpan di terrpat ain
Debitur dilarang mengubah bentuk, memindahtangankan, Bauwniurm:.
menghilangkar dan atau merusak barang yang telah disita.

-
—
'
N
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ketentuan peratiran perundang-undangan yang herlaku.

Pasal 03

{1y BPPN menerbitkan Surat Feacabutan Sita atas barang yang iclah dilakukan
penvitaan, dalam hal utang Debitur telzh dibayar lunas yang dibuktixan
dengan surat tanda lunas yang dikcluarkan o'sh BPPN atau dalam haiielab
tercapai kesepakatan lain dengan BPPN.

{2) w~antor Fendafiaran mencatai pencabutan blokir dan atau pengangkatan siia
cksckusi, atas permintaan Debitur yang disertai dengan Surat Pencabutan
Sita sebagaimana dimaksud ‘dalam ayat(1).

BAB Vi
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64
Dengan Peraturzn Pemerintah ini, Badan Panyehatan Perbankan Nasional
sebagaimana telah dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun
1998 ditetapkan scbagai badan khusus yang mempunyai tugas untuk meiakukan
penyehatan perbankan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor
10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7/ Tahun 1992
tentang Perbankan.

Pasal 65

Segalatindakan hukum BPPN dalam rangka pelaksanaan iugas dan wewenangnya
berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1998 dan
atau Undang-undang Perbankan tetap sah dan mengikat dan segala tindakan
BPPN yang iasih berlangsung selanjutnyadilaksanakan berdasarkan ketentuan

Peraiurar Pemerintah ini.

Pasal 66
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Pemerintzh ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakana
pada tangzgai 27 Pebruart 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ud
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Dinndangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Pebruari 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ud
AKBAR TANJUNG

_EMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999
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